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TAHUN 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencena Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
daerah, menyebutkan bahwa Perangkat daerah
Menyusun Rencana Kerja ( Renja | Perangkat Daerah
dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah ( RKPD ); '

b. bahwa sebagai Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah | BPKAD ) wajib menyusun
Rencana Kerja ( Renja ) sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan pada Tahun 2021;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asel
Dacrah Kabupaten Pemalang tentang Rencana Kerja |
Renja | Badan Pengelolsan Keuangan dan Aset Daerah
kabupaten Pemalang Tahun 2021.
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Mengingat

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah—daerah Kabupaten dalam
Linglungan Propinsi .Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara | Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ientang
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negarg Republik Indonesia Nomor 4355 );

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Qistern  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 4421},

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 |,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 - 2025 | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 323, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 );

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (| Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Dacrah | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 |,
sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
([ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3679 );

. Peraturan Pemerintah  Nomor 32 Tahun 1950

tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Unduang Nomor 13 Tahun 1950;
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10.

11.

12,

13.

14,

15.

1 6.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomaor 6398 |;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 |;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Ewvaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663 |;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tat Cara Penyusunan, Penpendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
| Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817 |;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nemor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 6041 );

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785 );

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah | Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 |;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020 - 2024 | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10 );

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran seria
Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Diseas 2019 ( Covid19 |;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Dacrah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
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21.

22,

23.

24,

23.

26.

27

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daersh dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
scrta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daersh, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah daerah;

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus

Discase 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 249 |;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 40 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 (| Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580 ;

instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 2020
tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepstan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid19 ) di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor
177 /KMEK.O7 /2020 tentang Percepatan Penyesuaian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease
2019 ( CovidlS ) serta Pengamanan Daya Beli
Masyarakat dan Perekonomian Nasional:

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang { RPJP ) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2005 - 2025 | Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 Nomor 3 seri E Nomor 3, Tambahan
Lembaran Dacrah Provinei Jawa Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018 - 2023 | Lembaran Deerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 Nomor 5 );

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun
2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Tengah;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2005-2025 ([Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2009 Nomor 1);

29 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9
Tahun 2013  tentang  Sistem  Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
| Lembaran Dacrah Kabupaten Pemalang Tahun 2013
Momor 9 |;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-
2021 | Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2016 Nomor 12, Tambshan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 12 );

31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaien Pemalang
Tahun 32018 - 2038 | Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 J;

Jd2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang ( Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daersh Kabupaten Pemalang Nomor 13 );

33. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2021,

MEMUTUSKAN :

: Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten
Pemalang Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada
Lampiran Keputusan ini.

: Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah [ BPKAD ) Kabupaten Pemalang Tahun
2021 selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan
program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2021 serta scbagai acuan dalam
penentuan target kinerja sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada langgal 14 Agustus 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
EU@MME hEE.'T DAERAH

NIP. 19‘54’-‘]32'?’ 199201 1 002

vii



e

§ e

SO
ﬁ,{' g A
N b
SN
BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

b
M

=

PERATURAN BLIPATI PEMALANG
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGEKAT DAERAH DI
LINGEKLUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Mengingat

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN MAHA ESA

ol

BUPATI PEMALANG,

bahwa berdasarkan Pasal 142 avat (1) Permiuran Menteri Dalam Negeri Momor
86 Tahun 2017 tentang Tata Coara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pemnbangunan Dacreh, Tats Cara Evaluasi Rancangan Perstumn Dacrah tentang
Rencann Pembangunan Jangkn Panjeng Doerabh dan Rencann Fﬂn‘umg.mm
Jungka Menengah Duerah, Serta Tats Carn Perubahan Rencana Pembangunan
Jangkn Panjang Dacrah, Rencann Pembangunan Jungka Menengah Duerah dan
Rencana Kerje Pemeriniah Deerah bahwa Rencasa Kere Perangkat Dacrah
ditetapkun melilui Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimahksud dalam hurof & periu

menctapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat
Duserah i Lingkungan Pemeriniah Kabupaten Pemalang Tahun 2021;

Lindang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 wenteng Pembentukan Daerah-dacrb
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jaws Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42,

Lindang-l/ndang Nomor I8 Tahun 1999 tentang Penyelengaaraan Megam yang
Hersih dan Hebas dari Korupsi, Kolnsi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 jentang Sistem  Perencansin
Pembangunan MNasional Nasional { Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun
2004 Nomor |4, Tambahan Lembamn Negar Bepublik Indonesia Nomor
4421

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keoangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Nepara Republik
Indomesin Tahun 2004 Nomor 126, Tambshan Lembaran Negam Republik
Indonesin Nomaor 4438

Undang-Undang Nomor 23 Tebun 2004 twniang Femerintuhan Daerah
{Lembaran Megara Republik  Indonesia Tahun 20014
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I4.

Nomor 244, Tambahan Lembaran Megar Republik Indomesia Nomor 3587)
scbagaimana telah disbsh beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 9 Tabun 201 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomar 23
Tahun 2014 tntang Pemerintahan Doerah (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2005 Nomor 58, Tumbshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momar 5679

Peraturan Pemerintah Nomar 12 Tabun 2019 tentang Pengelolaan Keuvangan
Duersh (Lembnron Megare Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peruturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunsn Jungks Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
{Lembaran Duerah Provinsi Jowa Teagah Tahun Nomor 3 Seri E Nomor 3,
| ambahan Lembarzn Dacrah Provnsi Jawn Tengeh Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Momor 5 Tabun 2019 wentang Rencan
Pembangunan Jangka Menengah Dacrah Provinsi Jawa Tengsh Twhun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provingi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 5);

Persturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencunn
Pembangunan Jangka Panjang (RPIP)} Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2005-2025 { Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomar 11

Pernturnn Daerah Kabupaten Pemalang Momor 9 Tahun 2013 tenteng Sistem
Perencannan Pembangunan UDacrah (Lembaran’ Deerah Kabupaten Pemiling
Tahun 2013 Nomor 9);

. Peraturan Dacrah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tabun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangks Menengah Daersh Kobupaten Pemalang Tahun 20016-
2021 (Lembaran Dwerah Kabupaten Pemalang Tebun 20016 Nomor (2,
Fambohan Lembiran Daersh Kabupaivn Pemalong Momor 1275

Pemturan Daernh Kabupaton Pemalang Nomor |3 Talhun 2006 temang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembarnn
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Dacrmh Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan
Permturan  Dmeralh Kabupaten Pemalang Nomor |3 Tahun 20019 tenstang
Perubahan atas Pernturan Dacrah Kabupoaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016
tenlang Pembentukan dan Susonon Peranghkal Daemh Kabupaten Pemalang
{Lembaran Daerah Ksbupaten Pemalang Tabun 2019 Momor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 133

Peraturan Daersh Kobupaten Pemalang Nomor 1 Tabun 2018 tentang Rencana
Tata Ruung Wilnvah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2032 (Lembaran [erah
Kobupaten Femalong Tahun 2018 Nomor 1)

Persturan Bupati  Pemalang Nomor 34 Tabhun 2020 tentang Rencans Kerja
Pemerintsh Dserab Kabupaten Pemalang Tabun 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tabun 2018 Nomor 34);



MEMUTUSKAN :

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA
PERANGEAT DAERAH DI LINGEUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2021,

Pasal 1

Mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Linghkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun
2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Rencana Kerja yang telah disahkan sehagnimana dimaksud dalam Pasal | selanjutnya ditetapkan oleh
Kepala Perangkai Daeruh menjadi Rencans Kerja Peranghat Doernh dan dijadikan dasar untuk
penyusunan program dun kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang
Tohun 2021 serin scbagni acosn bagi seluruh Sstvan Kerja i lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pemalung dalom penyesuain targel kinerja sesuai dengon tugas don Tungsinya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini muln borkiky pada toggal dindangkin,

Agar setiap orang mengetnbuinya, memerintahkan pengundangan Pernturan Bupati ini dengan
penemputannya dalam Berita Duereh Keabupaten Pemalang.

Ditetepian di Pemalang podn

tnggal 4 Agusias 2020

D4 undangkan di

Pemalang pods tangyal
4 Agustis 2020

SEKRETARIS DAERAH
RABUPATEN PEMALAMNGE

MOHAMAD ARIFIN




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 202]

DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH YANG DITETAPKAN

Selretarint Daersh

Sekreturint DPRD

|

Dimas Pendidikan dan Kebudaynan

Dines Pariwisata Pemuda dan Olah raga
Nings Keschatan

inas Sostal, Pengendelian Penduduk, Keluarga Rerencana, Pemberdaynan
Perempuan dan Perdindungan Annk

8 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

9, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
10.  Dinas Penanaman Modal don Petayanan Terpadu Satu Pintu
1. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdaganjen
12. Dinas Tenagn Kerja

13, Dines Komunikasi dan Infarmatika

4.  Dinas Pekerjuan Umum dan Penatasn Ruang
15, Dings Perumahan dan Kawasan Permukiman
16,  Dinss Perhubungan

17.  Dines Lingkungan Hidup

1€, Dinas Pertanian

19, Drnas Perkanan

20, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

21,  Sutuan Polisi Pamong Praja

22,  Badun Perencansan Pemboangunan Duerah
23, BHadaen Pengelolann Pendapatan Dacreh

24, Badan Pengelola Keuangan dan Asél Daerah
25 Badan Kepegawaian Dacral

26. Baden Penanggulangan Bepcana Daerah

27. Badan Kesatusn Bangsa dan Politik

28, Kecamatn Pemalang

29.  Kecamatan Taman

30,  Kocamatan Petaruknn

11,  Kecamatan Ampelgading

12, Kecamatan Comal

33, Kecamatan Llujani

3. Kecamatan Bodeh

35, Kecamatan Bantarbolang

36, Kecamatan Randudongkal

37,  Kecamatan Maoga

38 Kecamatan Warungpring

39, Kecamatan Pulosan

40, Kecamutan Watukumpul

41, Kecamatan Belik

ki ol s o il gt




KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Dacrah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 merupakan dokumen vang
memuat program dan kegiatan pada BPFKAD Tahun anggaran 2021
vang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Renja BPFRAD
Tahun 2021 dirancang berdasarkan kebutuhan masing-masing bidang
dalam upaya pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan.

Renja Tahun 2021 tidak bergeser dari upaya pencapainn tujuan
dan sasaran vang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BPRAD
2016 -2021. Peningkatan Pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan
aset daerah serta kemudahan akses data menjadi tujuan BPKAD dengan
sasaran  peningkatan  transparansi  dan  akuniabilitas . pengelolaan
keuangan dan aset daerah.

Renja dimaksudkan untuk mengoptimalkan program dan kegiatan
vang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 dan tidak terlepas dari
pertimbangan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pada tahun
anggaran scbelumnya. Pelaksanaan program kegiatan tahun 2021
dalam rangka mendukung perwujudan wvisi dan misi Kabupaten
Pemalang. BPKAD merupakan salah satu perangkat daerah yang
mempunyai posisi sebagal unsur penunjang urusan pemerintahan
bidang keuangan, mendukung misi Kabupaten Pemalang yvang ke-&
yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan
supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.

Renja scbagai salah satu dokumen perencansan tahunan yang
disusun oleh perangkat daerah scbagal pedoman pelaksanaan program
kegatan yang telah melalui tahap evaluasi dan merupakan turunan dari
Renstra BPKAD 2016-2021. Renja BPKAD Tahun 2021 merupakan
dasar untuk menyusun rencana kerja anggaran ( RKA | BPKAD Tahun
2021 vang selanjutnya akan disusun menjadi Dokumen Pelaksanaan
Anggaran | DPA ) BPKAD Tahun Anggaran 2021 yang tetap berpedoman
pada RKPD Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021,

Pemalang, 10 Apustus 2020

* oes1231 199203 1 005
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1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja { Renja ) Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah adalah Dokumen perencanaan tahunan BPKAD yang
memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan
diperlukan pada Tahun Anggaran 2021 untuk mencapal sasaran
pembangunan, dengan tetap berpedoman pada Renstra BPKAD
Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ({ RKPD )
Tahun 2021. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat
Daerah, Renja BPEKAD mempunyai arti yang strategis dalam
mendukung penyelengparaan program pembangunan  tahunan
pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara
substansial penerjemahan dar visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Pemalang yang terjabarkan dalam program Peranghkat
Daerah vang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Renstra-PD) vang mempedomani arahan operasional
dalam Rencana Kerja Pemerintahh Daerah (RKPD) Kabupaten
Pemnalang;

2. Renja merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukkan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ke dalam KUA dan
PPAS serta pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran
{ RKA | BPKAD Tahun 2021;

3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi
pelaksanan program dan kegialan perangkat deerah yang telah
dilaksanakan pada tahun schelumnyva dengan
mempertimbangkan sejauh mana capaian kinerja yang telah
tercapail pada tahun tersebut serta mengakomodir kebutuhan-
kebutuhan mendesak dan krusial pemerintah Kabupaten
Pemalang pada urusan penunjang urusan pemerintahan bidang
keuangan yang harus dipenuhi BPKAD Tahun 2021.

Rencana Kerja ( Renja ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asct
Daerah Tahun 2021 tidak jauh dengan Renja Perubahan 2020
dimana pagu anggaran per kegiatan masih dipengaruhi
pelaksanaan percepatan penanggulangan penyebaran Corona Virus
Disease 2019 [ Covid19 ) sebagai prioritas kegiatan.



Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku
Satuan Kerja Perangkat Dacrah ( SKPD | tidak terlalo
mengpambarkan besaran anggaran yang terfokus pada pencegahan
penycharan covid19, karena muara anggaran dalam rangka
penanggulangan bencana pandemi covidl9 ditampung pada
Belanja Tidak Terduga wang tercantum pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolann Keuangan dan Aset
Dacrah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ( SKPKD ).
Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2020 tentang Pencegahan Penyvebaran dan Percepatan Penanganan
Corona Virus Discase 2019 | Covid19 ) di Lingkungan Pemeriniah
Dacrah maka refocusing anggaran di Kabupaten Pemalang selain
bertujuan untuk mencegah penyebaran covidl9® di Kabupaten
Pemalang juga bertujuan mengurangi dampak pandemi covid19
pada masyarakat antara lain yaitu :

1. Memberikan stimulus kepada UMKM vang terdampak covidl9
dengan cars pemberian bantuan berupa bahan baku ataupun
Bantuan Langsung Tunan.

2. Memberikan bantuan sembako ataupun Bantuan Langsung
Tunai kepada Masvarakat vang pendapatannya terdampak
pandemi covid19.

3. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dalam rangka
pencegahan penyebaran covid 19 di Kabupaten Pemalang seperti
penyediaan dana rapid tes, swab tes, masker, Alat Pelindung
Diri [ APD ) bagi petugas medis.

4. Penyediaan dana operasional untuk pengamanan masyarakat
pada saat pemberlakuan jam malam dan operasional pelayanan
gugus tugas covid 19,

Rencana Kerja 2021 masih dengan semangatl efisiensi anggaran
guna lebih memfokuskan pelaksanaan kegiatan dalam rangka
mempercepat penanggulangan dan pencegahan penyebaran covid19
di Kabupaten Pemalang beserta penanggulangan dampak pandemi
covid 19 di masyarakat.



Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkal Dacrah
adalah schagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
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Rencana Kerja ( Renja | BPKAD Tahun 2021 mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kode dan nama Program,
Kegistan dan Sub Kegiatan disesuaikan dengan  klasifikasi,
kodefikasi dan nomenklatur yang tercantum pada Permendagri
nomor 90 Tahun 2019. Pada Tahun 2020 terdapat 6 Program dan
67 Kegiatan pada BPKAD Kabupaten Pemalang, Sedangkan pada
Tahun Anggaran 2021, setelah melalui proses mapping maka
Badan Pengelolann Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten
Pemalang memilikki 3 program 8 kegiatan dan 66 sub kegiatan.
Adapun hasil mapping program kegiatan sesuai Permendagri
Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2021.



Mengingat arti strategis dokumen Renja-PD  dalam
mendukung  penyvelenggaraan program pembangunan tahunan
pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga
penetapan dokumen Renja-PD harus mengikuti tata cara dan alur
penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tala Cam
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rencangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daecrah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi  Daerah maka
Pemerintalh Daerah Kabupaten Pemalang telah menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007
tenlang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13)
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 6). Untuk melaksanakan
fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tercantum
datam regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranghkat Daerah
Kabupaten Pemalang | Lembaran Dacrah Kabupaten Pemalang
Tahun 2016 Nomor 41 ). Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 bahwa yang melaksanakan tugas
penunjang urusan pemerintahan bidang keuanpan adalah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daersh. Adapun fungsi vang
diselenggarakan BPKAD dalam melaksanakan tugas tersebut
adalah :

- Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesual dengan lingkup
Lugasnya,



1.2.

Pemantauan, cvaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis sesuni dengan lingkup tugasnys;

Pembinaan wknis penyelenggaran fungsi-fungsi penunjang
urusan Pemerintah Daecrah sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyusun Rencana Kerja BPKAD Tahun 2021, senantiasa

disinergikan dan disinkronisasikan dengan dokumen perencanaan
yaitu :
l. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Malang Tabhun 2016-2021 dengan Visi
“Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri,
Mandiri dan Sejahtera™ yang telah dijabarkan dalam Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Pemalang Tahun 2021 sesuai Peraturan Bupati Pemalang
Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Dacrah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 yvang merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah [RPIMD).

Landasan Hukum

Landasan hukum penyvusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021
adalah sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 teniang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 |;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara | Lembaran Negamm Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355 );



10.

11.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 |,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700 |;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntah
Daerah | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 ), schagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Dacrah | Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679 |;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penctapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398 |;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 4575 |;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tala
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663 );

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tat Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah | Lembaran

(]
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15.

16,

17.

18,

19.

21.

22,

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817 |;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tenlang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah | Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041 );

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6785 );

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahen Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -
2024 | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10 );

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing
Kepiatan, Realokasi Anggaran serta Pengndann Barang dan
Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Diseas 2019 (| Covid19 };

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodelikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447 |;

Peraturan Menteri Dalam Negerni Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
| Beritan Nepgara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249 |;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 | Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 390 );



23

24,

25.

26.

27.

28,

31,

32.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 ( Covid19 ) di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menter
Keuangan Nomor 119/2813/5] Nomor 177 /KME.O7 /2020
tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan
Corona Virus Disease 2019 | Covid19 | serta Pengamanan
Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 ( Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomaor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomoer 5 Tahun
2019 tentang Rencane Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 [ Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor S ),

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Dacrah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran
Dacrah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013
tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Dacrah
Kabupaten Pemalang ( Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2013 Nomor 9 };

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Nomar 12);

Peraturan Daerah Nomor 1 Taehun 2018 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 -
2038 | Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 1 );

Peraturan Dacrah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang | Lembaran
Daerah Kabupalen Pemalang Tahun 2019 Nomor 13,

a



Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor
13 i

33. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2021.

1.2 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud

Maksud penyvusunan Rencana Kerja ([ Renja ) Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021

a) Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan
vang merupakan hasil evaluasi program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan pada Tahun Anggaran sebelumnya,

b) Mewujudkan Sinecrgitas Rencana kerja Program dan Kegiatan
BPKAD Tahun 2021 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2021 dan Rencana Strategis | Renstra | Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2016 - 2021.

1.3.2 Tujuan

Adapun mujuannya sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asct
Dacrah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Kerja
Anggaran [ RKA ) vang terinci dalam program dan kegiatan dalam
| {satu) tahun anggaran yang berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerinteh Daerah (REKPD) Kabupaten Pemalang;

b. Menciptakan kepastian dan sincrgitas percncansan program
kegiatan scluruh Bidang khususnya bagi pelaksana teknis
Program dan Kematan;

¢. Mewujudkan efisiensi dan efektiflitas dalam perencanaan alokas:
sumber daya dan anggaran dalam peningkatan kinerja,

d. Menjadi acuan bagi seluruh bidang pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Dacrah Kabupaten Pemalang karena
memuat arah dan kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2021,

e. Sebagai sarana penyesuaian atas ditetapkannva regulasi baru
dalam pengelolaan keuangan yvaitu Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuwangan Daerah dan
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tenmng Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Dacrah.



1.4 BSistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021
sebagai berikut !
BAB1 PENDAHULUAN
1.1, Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4, Sistematika Penulisan

BAB Il HASIL EVALUASI RENJA BPRAD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan
Capaian Renstra BPKAD
2.2, Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
BPKAD
2.4, Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaanhan usulan program dan kegiatan masyarakat
BAB Il TUJUAN DAN SASARAN BPKAD
3.1. Telaahan terhadap Kebijjakan Nasional
3.2. Telaah terhadap Kebijakan provinsi
3.3. Telaah Terhadap Kebijakan Kabupaten Pemalang
3.4, Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD
3.5. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPFKAD
4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun
2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
BAB IV PENUTUP
Menguraikan tentang catatan penting yang perhu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun
seandainya ketersediaan anggaran tidek sesual dengan
kebutuhan,

10



BAB I1
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA | RENJA | BPKAD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun Lalu dan Capaian
Rencana Strategis BPKAD
Evaluasi dilakukan guna melihat sejauh mana pencapaian
kinerja suatu kegiatan kemudian mengukur tingkat pencapaian
dari sisi anggaran, dengan melihat kendala atau permasalahan
yang terjadi untuk dicarikan solusi dan pemecahannya sehingga
tujuan kegiatan dapal tercapai secara optimal sesuai dengan vang
ditetapkan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pemalang menectapkan Rencana Kerja Tahun 2021
dengan mengacu pada program yang tercantum dalam Kebijakan
Umum  Anggaran-Penetapan Pagu  Anggaran Sementara
[ KUA-PPAS ) yang meliputi

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari
14 kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 7.800
surat/nota dinas;

2.  Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
targetnya 4 jenis kebutuhan;

3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Dacvrah dengan
target 185 unit;

4. Penvediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/opersional dengan target 53 unit;

5. Penyediaan Jasa Administrasi Keusngan dengan target
34 Dokumen.

6. Penvediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan target untuk
4 orang;

7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan target
5 unit;

H. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan target 30 Jems;

9. Penvedisan Barang Cetakan & Penggandaan dengan
target 11 Jenis;

10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor dengan target 12 kegiatan;

11



11.

121

13,
14.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan
targel 5 unit;

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan dengan target 12 kegalan;

Penvediaan Makanan & Minuman dengan target 4 jenis,
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
dengan target 2 jenis;

Il. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang
werdiri dard 13 kegiatan yaitu ;

1.

10.

11.

12.

13.

14,

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional dengan target 4
unit;

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target 4
umnit;

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan target 2 unit;
Pengadaan Meubeleur dengan tarbet 8 unit;

Pengadaan Komputer dan perlengkapannya dengan
target 10 umt;

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan
target 2 lokal Gedung Kantor BPKAD;

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan dengan
target 1 unit;

Pemeliharaan RutinfBerkala Kendaraan Dinas [
Operasional dengan Target 52 unit;

Pemeliharasan  Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor dengan target 10 unit;

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
dengan target 1 unit,

Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur dengan target 1
kegiatan,

Pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan
perlengkapannya dengan target 20 unit;

Pemeliharaan Rutin/Berkala pgedung kantor pengelolaan
asel daerah dengan target | lokal gedung;

Pemeliharaan  rutin/berkala software dan  sistim
mformasi dengan target 2 sistem.

12



M. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdin
dari 1 kegiatan vaitu :

L

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan target
1 kegiatan, 10 orang.

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistemn Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 7 kegiatan
yvailtu ;

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & [khtisar Realisasi

Kinerja SKPD dengan target 17 Dokumen;

. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan larget

2 Dokumen;

. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan

target 4 Dokumen;

Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran Konsolidasi
dengan target 2 Dokumen.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Konsolidasi
dengan targel 3 Dokumen.

Penvusunan  rekonsiliasi  data  pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dengan target 48 laporan.

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan dengan target 20
Dokumen.

V. Program Peningiatan Perencanaan dan Pengangparan SKPD

vang terdiri dari 1 kegiatan yaitu ;

k-

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
dengan target 13 Dokumen.

V1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah terdiri dari 33 kegiatan yaitu :

1.

Penvusunan Kebijjakan Akuntansi Pemerintah Daerah
dengan target 1 Dokumen;

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah dengan target 1 Dokumen;

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,
target | Raperda;

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH ientang
Penjabaran APBD dengan target | perbup;

13



10.

11.

12,

13.

14,
15.

16.

17,

19.
20.

21,

23,
23.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dengan target 1 Raperda;

Penyvusunan Rancangan Peraturan KDH 2 tentang
Penjabaran Perubahan AFBD dengan target 1 Perbup;
Penvusunan Rancangan Peraturan Dacrah tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaann APBD, target 1 Raperda;
Penyusunan Hancangan Peraturan KDH  tentang
Penjabaran  Pertanggungjawaban Pelaksanaan  APBD,
target 1 Perbup;

Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Target 1 kegatan;
Sertifikasi tanah milik pemerintah Kabupaten Pemalang
dengan target 96 unit, 40 Sertifikat;

Pembayaran PBB asct dacrah/BMD dengan target 78
Dokumen;

Pendistribusian Barang Milik Daerah dengan target 3
kegiatan;

Penetapan status pengguna BMD, SK Pengurus Barang,
RKBU dan RKPBU dengan target 5 Dokumen;

Penvusunan Laporan Semesteran BMD, target 4 laporan,;
Penvelesaian pemindahianganan dan penghapusan BMD
dengan target 2 laporan;

Penyusunan Laporan Realisasi penerimaan BPRAD dengan
target 12 laporan;

Penyvusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan
Daerah dengan target 1 dokumen;

Peningkatan Kapasitas aparatur pengelola keuangan
dacrah dengan target 30 Laporan,

Pengelolaan Kerugian Daerah dengan target 2 Laporan;
Pemantauan, pemanfaatan aset/BMD dengan target 4
laporan;

Penyusunan Laporan Semesteran BMD
| Konsolidasi ) dengan target 1 laporan;

Pengelolaan Kas Daerah dengan target 24 Laporan;
Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum
Anggaran, Perubahan Angparan dan PPAS dengan target 2
Laporan.
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24. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD oleh
SKPED dengan targetd unit;

25. Penerbitan SP2D Belanja Langsung dan Pengeluaran
Pembiavaan dengan target 2.500 SP2D;

26, Penerbitan 8P2D Belanja Tidak Langsung dengan target
3.500 SP2D;

27. Penyusunan Dokumen Penghentian Gaji PNSD dengan
target 500 SKPP;

28. Penyvusunan Dokumen Pendukung Pembayvaran Gaji PNSD
dengan target 2.400 Dokumen;

29, Peningkatan Kompetensi Pengelola aset dacrah dengan
target 2 kegiatan,

30. Peningkatan dan  Pengembangan Sistem Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dengan target 1 aplikasi.

31. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dana Bagi
Hasil dan LKT dengan target 16 Laporan;

32, Penyusunan Laporan Reahsasi Penenmaan PPRD,
Pengeluaran PPKD dan Pembiayaan dengan target 2.849
Dokumen;

33. Penerbitan Surat Penyediaan Dana | SPD | dan Anggaran
Kas dengan target 300 SPD;

Pencapaian realisasi anggaran pada Tahun 2019 di BPKAD
sebesar  Rp.19.179.089.281,00 dari  anggaran scbesar
Rp.20.970.212.000,00 atau 9146%. Dan 66 Kegialan yang
dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
terdapat 20 Kegiatan vang capaian realisasi anggarannya dibawah
B5%.
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Penjelasan :

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran pada Tahun

2019 scbesar Rp.19.179.089.281,00 dari anggaran secbesar
Rp.20.970.212.000,00 atau 91,46%. Terdapat 20 kegiatan yang
realisasi anggarannya di bawah 85% yaitu :

1.

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
hanya tercalisasi sebesar 68,69%., Sisa anggaran merupakan
wigg premi asuransi kendaraan dinas roda empat yang
disebabkan pemenang lelangl Bumi Putera Muda |
memberikan discount sebesar 25%.

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
terealisasi sebesar 31,749%. Sisa Anggaran merupakan Harga
perolehan Barang [ Belanja Modal ) karena harga barang lebih
kecil dari anggaran belanja modal di DPA,

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
terealisasi sebesar 61,95%. Sisa anggaran berupa belanja
service dan pembelian suku cadang kendaraan yang tidak
terserap optimal disebablkan Kondisi Kendaraan Dinas (Mobil
Jabatan | dalam kondisi baru/Baik.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional tercalisasi scbesar 77,36%. Sebagian
besar kondisi kendaraan dinas baik roda empatl maupun rida
dua di BPKAD dalam kondisi baik dan pengadaan baru,
Sehingga belanja service tidak terserap optimal, karena
kendaraan dinas belum membutuhkan perwatan khusus.
Kegiatan Penyusunan Rekonsiliasi Data Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dengan realisasi 78,23%. Sisa anggaran
merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang
direncanakan untuk rekonsiliasi data ke masing-masing
perangkat dacrah.

Kegiatan  Penvediaan Jasa  Administrasi Keuangan
Pengelolaan Perbendaharaan terealisasi sebesar 84,66%. Sisa
anggaran berupa belanja perjalanan dinas dalam daerah dan
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dianggarkan
untuk biaya koordinasi dengan pihak Kementrian Keuangan
terkait rekonsiliasi data Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dan koordinasi teknis penyaluran TKDD.
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10.

11,

12.

13.

Kegiatan Penyusunan Kebijjakan Akuntansi Pemerintah
Daerah terealisasi sebesar 61,26%, Sisa anggaran merupakan
efisiensi penggunaan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
vang semula direncanakan untuk koordinasi dan kunjungan
terkait penyusunan kebijakan akuntansi persediaan.

Kegiatan Penyusunan Sistern dan Prosedur pengelolaan
keuangan daerah terealisasi sebesar 79.88%. Hal ini
disebabkan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah yang
rencana digunakan untuk koordinasi penyusunan Nasakah
Akademik Pengelolaan Keuangan Daerah tidak terserap
optimal.

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD terealisasi scbesar 79,76%. Belanja yang
tidak terserap optimal adalah Belanja Lembur PNS dan
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah. Hal ini disebabkan
karena kuantitas lembur tidak sebesar yang direncanakan
dan pelaksanasn  perjalanan  dinas luar dalam rangka
konsultasi diganti dengan penggunaan media lain,

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perianggungjawaban Pelaksanaan APBD wang terserap
scbesar 83%. Sisa anggaran berupa lembur PNS dan Belanja
Perjalanan Dinas Luar Dacrah.

Kegiatan Sertifikasi Tenah Milik Pemerintah Kabupaten
Pemalang terealisasi 78,14%. Pembayaran biaya proses
sertifikasi tanah milik Pemkab Pemalang ke BPN tidak sesuai
dengan rencana scbelumnya karena dari target 40 sertifikat
vang bisa diproses ternyata hanya 39 berkas pengajuan
pensertilikatan tanah yang lolos dari verifikasi BPN. Selamn itu
ada efisien dalam pembelian alat tulis kantor pada kegiatan
mi.

Kegiatan Pendistribusian Barang Milik Daerah sebesar
63,56%. Sisa anggaran berupa perjalanan dinas dalam daerah
yvang tidak direalisasikan karena tidak ada distribusi BMD ke
luar Kecamatan Pemalang.

Kegiatan Penetapan Status Pengguna BMD, SK Pengurus
Barang, RKBU dan RKPBU vang terealisasi sebesar 59,28%.
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Sisa Anggaran merupakan belanja cetak dan uvang lembur
PNS.

Kegiatan  Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD
tercalisasi sebesar 80,70%. Sisa anggaran merupakan Belama
Jasa Lelang, discbabkan hisya lelang kendaraan yang
dikeluarkan dibawah perkiraan.

Kegiatan Penyusunan sistem informasi akuntansi keuangan
daerah terserap 85,00%. Sisa anggaran karena adanya
kegiatan pendampingan implementasi aplikasi persediaan
yvang tertunda pelaksanaannya karena pertimbangan waktu
dan kesiapan regulasi yang belum memadai.

Kegiatan Pengelolaan Kerugian Daerah tersérap sebesar
76,87%. Sisa anggaran merupakan Belanja Perjalanan Dinas
Luar Daerah vang rencana akan digunakan untuk melakukan
koordinasi tindak lanjut TP/TGR.

Kegiatan Sosialisasi/Peningkatan SDM/ Pengurus
Barang/Simds BMD terserap 42,63%. Kegiatan ini tidak
tercapai optimal karena pelaksansan kegiatan yang semula
direncanakan di luar kota tetapi dischabkan Personil BPKP
selaku Narasumber sedang bertugas di Kabupaten Pemalang
maka kegiatan tersebut dilakukan di wilayah Kabupaten
Pemalang.

Kegiatan Pemantauan asset/BMD terealisasi sebesar 56,39%.
Pelaksanaan kegiatan ini tidak terlalu intensif atau kuantitas
kegiatan tidak sesuai dengan réncana sebelurnnva, sehingga
terdapat sisa pada belanja perjalanan dinas luar daerah,
honorarium pelaksanan kegiatan dan belanja BBM.

Kegiatan Penyusunan Laporan Semesteran Barang Barang
Milik Daerah [ konsolidasi ) terealisasi sebesar 62,04%.
Jumlah anggota tim pelaksana kegiatan tidak sesuai dengan
ketersediaan anggaran honorarium kegiatan.

Kegiatan Pengelolaan Kas daerah terealisasi 67,11%. Sisa
anggaran merupakan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
dan BBM yang semula direncanakan untuk koordinasi
pengelolaan kas daerahtetapi tidak terserap optimal karena
konsultasi dapat dilaksanakan dengan menggunakan website
dan WAG.
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Dari sisi realisasi ourput, terdapat 3 kegiatan yang realisasi output
kegiatannya tidak mencapai 100% yaitu :

L.

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan  Perlengkapan Kantor,
Kegiatan ini mentargetkan pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor sebanyak 6 jenis berupa kulkas, televisi,
dispenser, CD Player, penghancur kertas dan mesin ketik
elektrik. Dari 6 output tersebut, yang tidak terealisasi adalah
mesin ketik elektrik karena barang sudah tidak ada di pasaran
schingga realisasi output kegiatan ini 83,33%.

. Kegiatan sertifikasi tanah milik Pemerinitah Kabupaten

Pemalang. Target output kegiatan ini adalah pensertifikatan
tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang sebanyak 40
sertifikat dan pembuatan 131 unit papan identitas tanah milik
Pemkab, Pada Tehun 2019 tercalisasi scbanyak 38 sertifikat
dan 131 unit papan identitas tanah milik Pemkab Pemalang.
Sehingga realisasi output kegiatan sertifikasi tanah  milik
Pemkab Pemalang sebesar 95%

. Kegiatan Pembayaran PBB aset daerah/BMD. Target output

kematan ini adalah terfasilitasinya pembayaran PBB tanah milik
Pemkab Pemalang scbanyak 78 SPT. Pada Tahun Anggaran
2019 hanya 72 SPT vang terbayar. Sehingga realisasi capaian
output kegiatan ini sebesar 92,3%

2.2. Analisis Hinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Pemalang

Pelayanan vang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagai Satuan
Kerja Perangkat Daerah dalam penvelenpgaraan Administrasi
Pengelolaan Keuangan Daerah vaitu :

1.

Menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai
pedoman perangkat daerah dalam mencatat, membukukan
dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan keuangan
yvang dikelolanya.

Menyusun petunjuk teknis,sistim dan prosedur pengelolaan
keuangan dacrah sebapai pedoman perangkat daerah dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
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Menyusun Rancangan Perda tentang anggaran Pendapatan
dan BelanjaDacrah dan Rancangan Perda tentang perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Menyusun Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan
Peraturan KDH tentang Perubahan Penjabaran APBD;
Menyusun Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD;

Menyusun Peraturan KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanann APBD;

Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah guna
peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang
pengelolaan keuangan daerah;

Melakukan upava pengamanan aset daerah dengan sertifikas:
tanagh milik Pemkab Pemalang dan pemasangan papan
identitas di atas tanah milik Pemkab Pemalang;

Melakukan pembayaran PBB atas aset tanah milik Pemkab
Pemalang;

Menginventarisasi RKBU dan RKPBU dari masing-masing
SKPD serta mendistribusikan BMD ke SKPD sesuai usulan
kebutuhan;

Menyusun Keputusan KDH tentang Penunjukkan Pengurus
Barang dan Status Pengguna Barang;

Menyusun Laporan Semesteran BMD selaku SKPD  dan
menyusun Laporan Semesteran BMD Konsolidasi selaku
SKPKD serta menyusun Laporan Tahunan BMD Konsolidasi;
Melaksanakan pemindahtanganan dan Penghapusan BMD
atas usulan SKPD dan kebijakan pengguna BMD,

Mengelola penerimaan sewa tanah dan gedung, penerimaan
penjualan  bongkaran dan penerimaan atas penjualan
kendaraan  dinas roda dua/empat termasuk  menyusun
laporan pendapatannys;

Melakukan Monitoring atas pemanfaatan aset daerah;
Menyvusun regulasi  tekait Sistem  Informasi  Akuntansi
Keuangan Daerah;

Melakukan Pembinaan dan pendampingan terhadap pengelola
keuangan di SKPD secara berkala;
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Mengelola Kerugian Duaerah dan memantau tindak lanjutnya
sesuail ketentuan;

Melakukan Bimtek/Sosialisasi/ Pendampingan kepada
Pengurus Barang guna meningkatkan kompetensi pengurus
harang sclaku pengelola BMD di SKPD;

. Mengatur ketersediaan dana Rekening Kas Umum Dacrah
Kabupaten Pemalang;
Mengelola cash idle untuk meningkatkan PAD Pemkab

Pemalang melalui pendapatan jasa giro dan bunga deposito
serta menyusun Laporan Pendapatannya secara berkala;
Menginventarisasi dan menyimpan bukti-bukti kepemilikan
BMD, bukti-bukti penvertaan modal dan bukno-bukt
penempatan deposito;

Menyusun Laporan sebagai bahan rancangan KUA PPAS;
Menerbitican SP2D Belanja dan Pembiayaan;

Menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran
(SKPP) gaji untuk pensiun, meninggal dunia serta mutasi;

. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran

Kassesuai ketentuan yang berlaku;

Melakukan pencatatan register Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA);

Mengelola Belanja Tidak Langsung untuk pembayaran Gaji
PNSD se-Kabupaten Pemalang beserta tunjangan kinerjanya;

. Mengelola Belanja Tidak Langsung PPED;

Mengelola penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;

Menguji kebenaran berkas pengajuan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayvar (SPM] atas
Keputusan Otorisasi;

Mempersiapkan bahan pertimbangan pelaksanaan
penvelesaian masalah perbepdaharsan dan tuntutan ganti
rugi;

. Menyusun Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupsaten
Pemalang;

Menpgelola, meningkatkan dan mengembangkan sistem

aplikasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMD;
Memiasilitasi pengadaan Kendarsan Dinas Jabatan untuk
Perangkat Daerah.
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Selain melaksanakan fungsi di atas, Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Dacrah Kabupaten Pemalang melaksanakan
fungsi sebagai pengelola pendapatan baik yang beérsumber dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun pendapatan yang
termasuk dalam Lain-Lain PAD yang sah.

PAD dan Dana Perimbangan yang dikelola oleh Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
scbagal benkut ;

1. PAD
1.1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1.1.1, Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada
Perusahaan Milik Daerah/BUMD
1.1.2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
1.2. Lain-Lain PAD yang Sah
1.2.1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan
1.2.2. Penerimaan Jasa Giro
1.2.3. Penerimaan Bunga
1.2.4. Tuntutan Kerugian Daerah
1.2.5. Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pekerjaan
1.2.6. Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan
1.2.7. Penerimaan dan Pengembalian
1.2.8. Penerimaan Lain-Lain
1.2.9, Pendapatan Sewa
2. Dana Perimbangan
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
2.1.1. Bagi Hasil Pajak
2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA
2.2, Dana Alokasi Umum [ DAU )
2.3. Dana Alokasi Khusus
2.3.1. DAK Fisik
2.3.2. DAK Non Fisik
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
3.1. Pendapatan Hibah
3.1.1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah
3.1.2. Pendapatan Hibah Dana BOS
3.2, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
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3.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
3.3, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya
3.3.1. Bantuan Keuangan dar Propinsi
J.4. Alokasi Dana Desa
3.4.1. Alokasi Dana Desa
3.5. Dana Insentil Daerah
3.5.1. Dana Insentif Daerah

Untuk mengevaluasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan
dan Asel Dacerah Kabupaten Pemalang dilakukan evaluasi atas
ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang. IKU Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah mengacu pada sslah satu
Indikator yang tercantum pada RPJMD Ksabupaten Pemalang
Tahun 2016 - 2021 yaitu * Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan
Daerah". Target dan realisasi capaian kinerja atas Indikator
tersebut adalah sebagai berikut ;

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Indikator Hasil Opini BPK atas LKD

Hasil Opim Tahun dikeluarkannya Opini BPK Rl atas LKD
BPK atas |

LKD 2016 2017 2018 2019
Target wWDP WDP WTP WTP
Realisasi WTP wTP WTP wWTP

Adapun KU BPKAD Kabupaten Pemalang vang mendukung
Indikator RPJMD “ Hasil Opini BPK atas LED ® yaitu :

l. Persenlase Ketepatan Wakiu penyampaian Raperda APBD dan
Raperda Perubahan APBD. Sesuai Pasal 104 ayat 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Kepala daerah wajib
mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan
dan dokumen pendukung kepada DPRD pahng lambat 60 |
enam puluh ) har scbelum 1 { satu ) bulan whun anggaran
berakhir untuk memperolch persetujuan bersama antara
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Kepala Daerash dan DPRD. Hal i dapat diinterpretasikan
bahwa penyampaian Raperda APBD paling lambat dilakukan
pada awal bulan Oktober Tahun sebelumnya, Sedanghkan sesuai
dengan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyvampaikan
rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD
disertai penjelasan dan deokumen pendukung untuk dibahas
dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat
minggu kedua bulan September Tahun Anggaran berkenaan.
Kategori ketercapaian indikator ini adalah 100% apabila tepat
waktu ( TW ), 50% apabila tidak tepat waktu ( TTW ) dan 0%
apabila tidak disampaikan.

IKU BPKAD ini didukung oleh 2 indikator program yaitu ;

a. Persentase Ketepatan wakiu penyampaian REA-SKPD
Penyusunan RKA/RKAP cleh SKPD merupakan bagian dari
penvusunan APBD/Perubahan APBD. Apabila SKPD telah
menyusun  RKA/RKAP  sesuai  dengan  ketentuan
penganggaran dan selesai tepat waktu, maka hal ini akan
mendorong tercapainya target kinerja dan KU BPKAD
yang pertama.

b, Persentase Ketepatan waktu penyusunan SPD
Surat Penyediaan Dana akan tersusun dan terbit tepat
wiaktu apabila telah memenuhi indikator bahwa SPD
tersebut telah mengakomodir seluruh kelompok anggaran
kas vang telah ditetapkan. Penyusunan SPD  sangat
tergantung pada anggaran kas vang dientry SKPD ke
SIMDA Keuangan pada saat menyusun RKA/RKAP SKPL.
Sehingga kedua indikator program ini tidak dapat
diabaikan dalam pencapaian IKU pertama BPKAD.

2. Persentase Ketepatan Waktu penerbitan SP2D.
Rumusan ketercapaian indikator ini adalah jumlah SP2D yang
diproses dalam waktu 3 hari seipk dibuatnya SPM SKPD
dibanding Jumlah berkas SP2D yang diajukan oleh SKPD.
Apabila semua SKPD menyusun SPM sesuai ketentuan maka
penerbitan SP2D  dapat dilaksanakan sesuai ketentuan
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(3 hari). Target dari IKU ini adalah 100% ( tepat waktu atau 3
hari ). IKU SP2D vang diterbitkan tepat waktu didukung oleh
saty indikator program vaitu Ketepatan Waktu Pencairan Dana.,
Indikator Program Ketepatan Waktu pencairan dana diukur
dengan membandingkan jumlah SP2D vang telah diterbitkan
dan ditrunsfer dananya ke rekening penerima dibanding dengan
jumlah berkas usulan pencairan dana dari SKPD dalam satu

tahun anggaran.

. Persentase Pemanfaatan Asel Daerah.

Rumusan ketercapaian indikator ini adalah jumlah ascl yang
telah dimanfaatkan dibanding jumlah seluruh asel daerah vang
seharusnya dimanfaatkan. Target dari IKU ini 90%.

IKU ini didukung 3 indikator program sebagai berikut :

a. Persentase Pengamanan Aset.
Rumusan ketercapaian indikator program ini adalah jumlah
tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang vang telah
diproses sertifikatnya dibanding jumlah keseluruhan tanah
milik Pemerintah Kabupaten Pemalang.

b. Persentase Pemindahtanganan Asct.
Rumusan ketercapaian indikator program ini adalah jumlah
realisasi pemindahtanganan aset daerah dibanding jumlah
aset daerah yang diusulkan SKPD untuk dipindahtangankan.

¢. Persentase Ketepatan waktu penyusunan Laporan BMD.
Laporan BMD disusun paling lambat bulan Maret tahun
berikutnya. KU BPKAD ini sangat terkail dengan kinerja
pengurus barang SKPD dalam penyusunan Laporan BMD.
BPKAD mengupayakan pendampingan kepada pengurus
barang SKPD dalam melakukan entry data ke SIMDA BMD,
inventarisasi aset dan penyusunan Laporan BMD agar
Laporan BMD Pemkab Pemalang yang merupakan
Konsolidasi dari Laporan BMD SKPD dapat disusun sesuai
ketentuan (| tepat waktu ). Tertib administrasi dalam
pengelolaan Barang Milik Daerah akan mempengaruhi data
Laporan Keuangan Daerah karena data aset merupakan
bagian dari Neraca yang merupakan salah satu unsur
Laporan Keuangan Daerah.
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4. Persentase  Kelepatan wakiu  penyvampaian  Raperda

Pertanggungjawaban APBD. Berdasarkan Pasal 127 ayat (4)
Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tenlang
Pengelolaan Keuangan Dacrah menyebutkan bahwa Dalam hal
Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan
hasil pemeriksaan paling lambar 2 [ dua | bulan setelah
menerima Laporan  Keuangan dari Pemerintah  Daerah,
rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD diajukan lcepada DPRD. IKU ini didukung satu Indikator
Program yaitu ketepatan waktu penyusunan Laporan Realisasi
Keuangan Semester Pertama. Berdasarkan Pasal 160 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah
Dacrah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD
dan Prognosis untuk 6 ( enam ) bulan berikutnya. Sedangkan
pada ayat (2) menyebutkan bahwa Laporan sebagaimana
dimaksud pada awvat (1) disampaikan kepada DPRD paling
lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
BPEAD melakukan desk pada saat penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran, diharapkan dengan langkah ini maka
Raperda pertanggungawaban APBD dapat disampaikan kepada
DPRD sesuai target atau 100% | tepat walou ).

. Persentase Ketepatan waktu penyampaian LKD ke BPK.
Ketentuan penvampaian Laporan Keuangan Daerah ke BPK Rl
di atur pada Pasal 127 ayat (2] Peraturan Pemernintah nomor 12
Tahun 2019 ftentang Pengelolaan Keuangan Dacrah
menyebulkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 ( tiga ) bulan
setelah tahun anggaran berakhir,

Indikator program yang mendukung IKU ini adalah ketepatan
waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Sebagaimana
ketentuan yvang tercantum pada Pasal 190 ayat (3) Peraturan
Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah menyvebutkan bahwa Laporan keuangan

37



Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris Daerah
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran beralkhir
sesuai dengan  ketenluan peraturan  perundang-undangan.
Laporan Keuangan Daerabh Kabupaten Pemalang merupakan
konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD. Apabila SKPD telah
menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan dan tepat wakiu
maka hal ini akan mempercepat proses penyusunan Laporan
Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang. Hasil opini dari
Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2018 yang dikeluarkan olch BPK Rl pada Tahun 2019
adalah "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP® . Hal i
menunjukkan bahwa pencapaian target IKU BPKAD yang
terdapat pada RPJIMD telah tercapai sesuai larget yang
ditetapkan. Kabupaten Pemalang telah mencapai WTP sebanyak
3 tahun berturut turut yaitu WTP ates Laporan Keuangan
Daerah ( LKD ) Tahun 2016, LKD Tahun 2017 dan LKD Tahun
2018, Keberhasilan tersebut menjadi pemacu Pemerintah
Kabupaten Pemalang untuk mempertahankan prestasi tersebut
pada tahun-tahun berikutnyn.,
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Isu-lsu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD

Badan Penpelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Pemalang mempunyai  tugas berdasarkan Peraturan Bupati
Pemalang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Dacrah Kabupaten Pemalang yaitu
melaksanakan penunjang  urusan  pemerintahan  bidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain tugas tersebut,
Badan Pengelolasn Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Pemalang juga melaksanakan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, meka Badan
Pengelolaan Keuangan  dan Aset Daerah (BPKAD)
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan telknis sesual dengan ingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesual dengan linghkup
tugasnya,

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis sesuai dengan linglkup tugasnya;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan [ungsi-lungsi penunjang
urusan pemerintahan dacrah scsual dengan lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Disamping melaksanakan tugas sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah
Kabupaten Pemalang jugs melaksanakan fungsi sebagai Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah | SKPKD | yang melaksanakan
fungsi Bendahara Umum Daerah [ BUD ).

Selaku Bendshara Umum Daerah ( BUD |, Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
melaksanakan tugas sebagni berikut :

a. Menyusun kebijjakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD);

b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah  [DPA-SKPD)/Dokumen  Perubahan
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dacrah [ DPPA-
SKPD |;



¢. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah,

d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistemn penerimaan
dan pengeluaran kas daerah;

e. Menetapkan Surat Pencairan Dana (SPD);

g Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman
atas nama Pemerintah Daerah;

h. Melaksanakan sistern akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;

i,  Menvajikan informasi keuangan daerah; dan

j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan  serta
penghapusan barang milik daerah.

Selaku BUD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
melaksanakan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),
adapun fungsi PPKD tersebut sebagai berikut :

a. Menyusun dan melaksanakan kebjakan pengelolaan keuangan
dacrah;

b. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah)

c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah; dan

. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Asct Dacrah terdapat isu-isu penting termasuk hal-
hal yang merupakan permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi tetapi BPKAD telah berupaya mengambil langkah-langkah
solusi sebagai berikut :
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|. Adanva tuntutan keterbukaan informasi sesuai Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Dengan
berlalkkunya regulasi tentang keterbukaan informasi tersebut
mengharuskan BPKAD secbagai perangkat daerah pengelola
keuangan dan aset untuk mempublikasikan keuangan dan aset
yang dikeclolanya kepada masyarakal scbatas informasif/data-data
yang tidak termasuk dalam pengecualian. BPKAD dituntut untuk
transparan  dan akuntabel dalam menvajikan data-data
pengelolaan keuangan dan aset dasrah. Adapun langkah-langkah
yang telah diupayakan oleh BPKAD dalam melaksanakan amanat
tersebut adalah :

- Mempublikasikan Perda APBD, Perda Perubahan APBD dan
Perda Pertanggungjawaban APBD kepada publik melalui media
masa | sural kabar | dan Website  BPKAD
( pemalangkab.go.id/bpkad )

- Mempublikasikan Laporan Keuangan daerah, Ringkasan APBD,
Lampiran [l dan IV Peraturan Bupati tentang penjabaran APBED
ke Website BPKAD Kabupaten Pemalang.

- Memyusun buku Laporan HKeuangan Daerah, APBD dan
Perubahan APBD  serta lampiran-lampirannya untuk
didistribusikan kepada perangkat dacrah se-Kabupaten
Pemalang serta pihak-pthak yang berkepentingan lammnya.

-  Melaksanakan sistem SP2D on line dalam pencairan dana yang
bersumber dari APBD.

- Secara berkala meng-upload kegiatan-kegiatan  yang
dilaksanakan oleh bidang? di BPKAD Kabupaten Pemalang
dalam pengelolasn keuangan dan aset deernh ke website
BPKAD. Adapun kegiatan yang di upload seperti lelang
kendaraan dan alat berat, fasilitasi pengelolaan keuangan
kepada perangkat dacrah se-Kabupaten Pemalang, desk REA
dan REKAP, desk pendapatan dan belanja daerah, desk
penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis,
rapat-rapat dalam rangka penyusunan regulas: pengelolaan
keuangan seperti peraturan bupati tentang TGR, Hibah Bansos,
kebijakan akuntansi dan lain-lain.

2, Terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan agar optimal tetapi
terkendala anpgaran schingga pelaksanaan kegialan secara
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bertahap anlara lain : sertifikasi Tanah milik Pemerintah
Kabupaten Pemalang serta inventarisasi Asel/BMD.Jumlah tanah
milik Pemerintah Kabupaten Pemalang keseluruhan 1.728 bidang
tanah. Luasan tersebut tidak dapat diproses seritifikatnya
sckalipus mengingat kemampuan keuangan dacrah sehingga
pensertifikatan  tanah dilaksanakan bertahap. Setiap tahun
ditargetkan 40 sampai dengan 50 bidang tanah untuk
dilaksanakan proses sertifikasinya. Pada tahun 2020, sesuai
dengan amanat dari KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ) untuk
mempercepatl dan memprioritaskan proses pensertifikatan tanah
untuk mencepah hilangnya aset daerah karena kelerlambatan
proses  pengurusan  bukti  kepemilikan maka ditargetkan
pensertifikatan  tanah Pemda sebanyak 300 bidang dengan
perkiraan biaya per bidangnya Rp.2.500.000,00. Hal ini
menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang sangat
concern terhadap pengelolaan BMD.

Dalam hal inventarisasi aset, masalah yvang dihadapi adalah
kompetensi SDM Pengurus barang. Sebagian besar pengurus
barang belum memahami pengelolaan BMD sesuai Pedoman
Pengelolaan BMD vaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 khususnyva ketentuan tentang kodifikasi barang
daerah, BPKAD khususnya Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
berupaya melaksanskan bimtek, sosialisasi dan pendampngan
kepada pengurus barang SKPD dalam melaksanakan inventarisasi
BMD dan entry data BMD ke SIMDA BMD, Selain kompetensi SDM
pengurus barang, hal lain yang menjadi kendala adalah sering
bergantinya  personil pengurus barang SKPD  schingga
mengakibatkan tidak optimalnya laporan barang yang menjadi
kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selain (aktor
anggaran dan SDM, terdapat faktor lain yaitu pengiriman data aset
dari SKPD sering terlambat. Hal ini mengakibatkan banyak aset
Pemerintah Kabupaten Pemalang yang belum terbayar PBB dan
asuransinya. Untuk mengatasi permasalahan terscbut, BPKAD
telah melakukan langkah - langkah sebagai berikut :

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke semua perangkat
daerah di Kabupaten Pemalang dalam rangka rekonsiliasi data
aset yang tercatat di KIB SKPD dengan SIMDA BMD.
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- Melaksanakan cek fisik dan cek lapangan atas data aset yang
tercatal pada KIB SKPD.

- Melaksanakan Bimbingan teknis kepada pengurus barang
tentang pengelolaan Barang Milik Daerah terkait pencatatan,
pelaporan, penghapusan dan pertanggungiawabannya.

- Meng-upgrade versi Simda BMD agar lebih kompatibel sebagai
aplikas: pendukung penyajian data aset dacrah.

3. Penyusunan APBD dan Laporan Keuangan Dasrah membutuhkan
ketepatan waktu dan keakuratan data baik dalam penganggaran
dan realisasinya. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan
sistern aplikasi yang memadai dan jaringan yang mendukung
pengelolaan keuangan dan asel yang dilaksanakan secara on line.
APKAD telah mengambil langkah solusi untuk permasalahan
terscbut yaitu :

- Pemeliharnan sistem dan jaringan SIMDA Keuangan serta SIMDA
BMD secara berkala. BPKAD bekerjasama dengan BPKP dalam
pemeliharaan aplikasi SIMDA Keuangan maupun SIMDA BMD.
Secara berkala aplikasi tersebut di up grade dan disesuaikan
dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pelaporan
keuangan dan aset daerah. Dari sisi jaringan, BPKAD bekerja
sama dengan pihak PT Lawang Sewu. BPKAD menandatangani
MOU dengan PT Lawang Sewu untuk penggunaan janngan
Cloud atas SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD. Sehingga kedua
aplikasi tersebut dapat digunakan secara online oleh semua
SKPD dimana pun dan kapan pun. Sebagai pendukung
penggunaan  cloud, BPKAD bekerjasama dengan pihak PT
Telkom dalam penyediaan konektivitas internet yang memadai.

- BPKAD menyediakan sarana dan prasarana yang memadai
untuk memfasilitasi SKPD yang melakukan entry data anggaran
maupun realisasi di ruang komputer BPKAD. Peningkatan
fasilitasi tersebut berupa peningkatan jaringan internet dengan
menggunakan FO, penggunaan server khusus/tersendiri di
ruang komputer dan penyediaan komputer PC all in one dengan
spesifikasi yang cukup.

- Dalam rangka menganlisipasi mutasi pejabat struktural pada
tataran teknis pengelolaan aplikasi sistem pengelolaan keuangan
dan aset daerah maka BPKAD menyusun manual book tentang
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cara mengoperasinalkan SIMDA Keuangan, agar pejabat yang
menggantikan  dapat meneruskan  program  yang  telah
direncanakan oleh pejabat sebelumnya, dengan cara
mempedoman buku tersebul

- Bekerjasama dengan BAPPEDA dan Diskominfo, BPKAD berniat
mengimplementasikan e-budgeting dalam pengelolaan keuangan
yang terintegrasi dengan e-planning | SIMDA Integrated ) yang
ada di BAPPEDA.

Analisis SWOT (Stregths, Weakness, Opportunities, Threats):
Kerjasama Organisasi antar bidang tidak dapat dipisahkan baik
internal maupun eksternal sedangkan keberhasilan atau kegagalan
organisasi sangal tergantung pada kemampuan manajemen dalam
melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa
berubah secara dinamis oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan
dan Asct Daerah Kabupaten Pemalang selalu menyesuaikan diri dan
berupaya tetap dapat mewujudkan kondisi lingkungan vang baik internal
maupun eksternal dalam kurun waktu kebijakan dan Program yang telah
direncanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan dacrah
untuk menggunakan metode analisis SWOT, terdini dari 4 Strategi :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2, Strategi meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang

3. Strategi menggunakan kekustan untuk mencegah dan mengatasi
ANCcAMmAan;

4. Strategi memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman.

A.Kekuatan |Strengths), berupa:

Faktor vang mempengaruhi pelaksanaan  kegiatan dan
kelembagaan organisasi dalam Program dan kegiatan maupun pelayanan
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain:

- Adanya Peraturan Perundang-Undangan nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2008 tenteng Pedoman Pengelolaan Keuangan
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Daerah, scbagaimana telah diubah yang kedua dengan Peaturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Berdasarkan Perasturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang dan Himpunan Peraturan Bupati Pemalang
tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas [ungsi dan tata kerja
Organisasi Perangkat Dacrah Kabupaten Pemalang. Regulasi tersebut
merupakan pedoman bagi semua perangkat daerah sebagai
komponen Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk bergerak dan
melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mendukung visi
misi Kabupaten Pemalang. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69
Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi
dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pemalang merupakan pedoman bagi BPKAD dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya sehagai unsur penunjang urusan
pemerintahan. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Pemalang yang digunakan sebagai petunjuk
secara teknis operasional bagl seluruh personil BPKAD Kabupaten
Pemalang;

Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memadai dalam rangka
menjalankan Organisasi, tentunya dibutuhkan sumber dava manusia
vang berkemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai
merupakan modal bagi pelaksanaan pencapaian tujuan;

Perjanjian Kinerja yang disepakati cleh semua unsur Pemerintah
Kabupaten Pemalang, merupakan target yang harus dicapal sctiap
tahun oleh ASN sebagai bentuk output dari kinerja perscnal pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asct Daerah Kabupaten Pemalang;

Adanya koordinasi serta jaringan komunikasi kerja terhadap lintas
Satuan Kerja Perangkal Daerah dalam melaksanakan tugas,
tersedianya anggaran untuk melaksanakan Program dan RKegiatan
serta motivasi dan kemauan kerja yang tinggi.



B. Kelemahan (Weakness), berupa:

- Koordinasi Internal dan cksternal dalam pelaksanaan tugas yang
kadang masihkurang;

- Kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara [ ASN | yang berkompeten
dalam  penpelolaan keuangan  dan aset daerah pada
BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Pemalang;

- Masih adanva pembagian tugas pekerjaan yvang belum proposional,
penempatan pegawai vang kurang memperhatikan kompetensi,
kemampuan dan ketrampilan;

- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berlatar belakang
Keuangan/Akuntansi,

- Kurangnya koordinasi pada masing-masing bidang;

- Masih adanya tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang vang
belum bersertifikat.

- Masih terdapat kelemahan pada SIMDA BMD wvang belum
terintegrasi secara optimal dengan SIMDA Keuangan.

C. Peluang (Opportunities), berupa:

- Terjalinnya kinerja vang baik dengan mitra kerja yaitu pihak
perbankan, BUMD, KPPN, Kementrian Keuangan dan pihak lainnya;

= Dukungan yang baik dan positif dari publik terhadap kinerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;

-  Tuntutan dan masyarakat dalam hal keterbukaan informasi menjadi
motivasi kerja BPKAD untuk selalu berinovasi dan berkinerja atas
dasar regulasi dan ketentuan yang belalou.

- Tercapainya opini *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" dalam tiga
tahun berturut-turut atas LED Tahun 2016,2017 dan 2018. Hal ini
menjadi pemacu dan pemicu peningkatan kinerja dalam pengelolaan
keuangan dan aset dacrah ke depannya agar selalu optimal, terukur,
akuntabel, transparan dan reliable.

D. Tantangan | Threats), berupa:
-  Mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 vang
mengamur pengelolaan keuangan dacrah sccara umum sehingga perlu
penterjemahan dan penafsiran teknis yang dituangkan dalam regulasi
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yang merupakan kebijakan lokal pemerintah Kabupaten Pemalang
berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
terkaut dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembanpgunan dan pengelolaan keuangan dacrah menuntul respon
vang cepal untuk menyesuaikan urusan program kegiatan dan sub
kegiatan pada Tahun 2021 agar sesuai regulasi tersebut serta
upgrade sistemfaplikasi pengelolaan perencanaan dan pengelolaan
keuangan vang selama ini digunakan dalam penyusunan KUA PPAS,
RKPD, RKA/RKAP/DPA/DPPA;

Beban tugas pekerjaan  semakin  meningkat sebanding dengan
tuntutan kinerja dan output yang optimal;

Masih banyak pelaksana yang belum menguasai akuntansi dalam
pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Adanya lungsi BPKAD selaku PPKD yang mengelola anggaran hibah,
bantuan sosial, bantuan keuangan kepada desa, belanja tidak
terduga dan pengeluaran pembiaysan yang melibatkan perangkat
dacrah lain sebagai pengampunya, dalam merealisasikan anggaran
belanja tidak langsung PPKD dan pengeluaran pembiayaan. Kondisi
ini membutuhkan kompetensi yang memadai, kemampuan
berkoordinasi yang baik, ketrampilan dalam memahami regulasi
terkait, menterjemahkan realita atau kondisi sebenamya yang
membutuhkan solusi agar sinkron antara penganggaran,
peruntukkan dan realisasi belanja.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Pemalang terpilih periode 2016-2021 adalah “Terwujudnya Pemalang
Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera™, dengan
Misi :

1.

Meningkatkan akscs masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pembangunan daerah berdasarkan azes musyawarah mufakat, dan
Rolong royong.

Meningkatkan kualitas penyelenggarasn pendidikan, derajat
kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan
keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.
Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan
berbasis sumberdaya lokal uniuk menanggulangi kemiskinan dan

pengangguran,
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4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-
scntra produksi berbasis kewilayahan sesual dengan karakteristik
dan potensi wilayah,

5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yvang agamis, toleran, harmonis,
dan saling menghormati.

6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan
supremasi hukum serta kemudahan investas: dan daya saing daerah.

7. Menumbuhkan kembali budaya asli dacrah sebagai landasan
pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Dari seluruh kegiatan visi misi Kepala Daerah Kabupaten
Pemalang, yang terkait secara langsung dalam tugas pokok Badan
Pengelolaan  Keouangan dan  Aset Daecrahadalabhmisi ke 6 yaitu
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi
hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.

Berdaulat, terkait dengan wvisi ini, BPFKAD telah melaksanakan
tugas dan fungsinya dalam mengelola keuangan dan aset daerah secara
utuh sesuai regulasi yang berlaku.

Berjatidiri, bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan aset dacrah
merupakan perangkat daerah yang mempunyal wewenang dalam
pengelolaan keuangan dan aset daersh. Berupaya melaksanakan tugas
dan fungsinya secara optimal. Walaupun dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya seringkali melibatkan perangkat daerab  lain  tetapi
pelaksanaan kegiatan diupayakan selalu dalam koridor kewenangannya.

Mandiri, hal im sudah dilakukan dalam bentuk kegiatan
pengelolaan pendapatan lain-lain PAD yang sah sebagai pendapatan
BPKAD selaku SKPD. Pendapatan tersebut berupa pengelolaan sews aset
berupa tanah dan gedung, penjualan bahan-bahan bekas bongkaran dan
hasil penjualan kendaraan dinas roda empat maupun roda dua. Selain
itu, BPKAD mengelola pendapatan wvang masuk dalam pendapatan
BPEAD sclaku PPKD vaitu berupa pengelolaan pendapatan jasa giro
pemegang kas, jasa giro kas dacrah dan pendapatan bunga deposilo atas
cash udle di RKUD Kabupaten Pemalang.

Walaupun pengaruh pendapatan lain-lain PAD vang sah yang dikelola
BPKAD selaku SKPD serta Pendapatan Jasa giro dan Bunga Deposito
yvang dikelola oleh BPKAD selaku PPKD seccara kescluruhan pengaruhnya
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tidak signifikan terhadap pencapaian target PAD Kabupaten Pemalang,
tetapi hal ini telah menunjukkan upaya kemandirian dalam keuangan,

Sejahtera, meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang
dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Pemalangdalam pengelolaan keuangan dan aset daerah bertujuan
meningkatkan kinerja BPKAD dalam mendukung visi misi Kabupaten
Pernalang vang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Keberpihakan anggaran pada kebutuhan masyerakatl, peningkatan
penyediaan dan perbaikan infrastruktur, penvediaan fasilitas umum
yvang memadai merupakan peran BPKAD dalam turut  andil
menssjahlerakan masyarakal melalui pengelolaan keuangan secara
profesional dan optimal dalam rangka mencukupi kebutuhan tersebut,
Faktor-Faktor penghambat maupun [Ekwr-faktor pendorong  dari
pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan SKPD jika ditinjau dari sasaran Rencana Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalangpada
tahun 2019 :

Faktor Penghambat :

1. Jumlah aset milik Pemerintsh Kabupaten Pemalang yang dapat
dikelola dalam bentuk sewa tanah dan gedung belum terinventarisir
secara optimalkarena [aktor kurangnya SDM, schingga perolehan
pendapatan sewa tidakoptimal dan tidak dapat mendukung
peningkatan PAD dengan nilai yang signifikan. Hal tersebut
menimbulkan potensi hilangnya pendapatan sewa.

2. Terbatasnya jumlah uang daerah dalam bentuk cash idle yang dapat
didepositokan dalam jangka wakiu tertentu dalam tahun berjalan
sehingea perolehan deposito dan jasa giro pun tidak dapat mencapai
nila yang signifikan dalam mendukung peningkatan PAD,.

3. Adanva aset daermh berupa tanah wvang belum  bersertifikal
menimbulkan kemungkinan hilangnya aset dacrah terscbut karena
belum jelas kepemilikannya.

4. Inventarisasi aset Dacrah dalam SIMDA BMD belum dapat terkoneksi

secara langsung dengan SIMDA Keuangan karena kedua aplikasi
tersebut belum terintegrasi.
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Faktor Pendorong :

1. Adanya dana perimbangan dari pusat, Untuk mendukung
pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang,

2.8arana dan Prasarana yang Memadai, Mempermudah dan
memperlancar pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Dacrah Kabupaten Pemalang dalam memberikan pelayvanan.

3. Semangat dan Disiplin Kerja dari ASN diBPKAD Kabupaten Pemalang,
dapat mendorong upaya peningkatan pelayanan kepada masvarakat
maupun SKPD lain secara optimal.

4. Adanys Peluang peningkatan kompetensi bagi pelaksana BPKAD
Kabupaten Pemalang dengan mengikuti Bimbingan Teknis. Dengan
adanya kesempatan mi membuka peluang untuk meningkatkan dan
mengoptimalkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki
BPKAD Kabupaten Pcmalang dalam memberikan pelayanan yang

maksimal.

Isu-Isu Strategis merupakan hal-hal penting dan catatan strategis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang

direncanakan. Upaya keras wyang baik berdampak pada efisiensi
pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut :

a. Tingkat kuoalitas Sumber Daya Aparatur untuk menunjang tugas
pokok dan lungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
perlu ditngkatkan lagi mengingat masih adanya tenaga kontrak vang
dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan;

b. Mengoptimalkan sarana dan prasarana penunjang produktifitas
kerja, berinovasi dan penggunaan aplikasi dalam pelaksanaan tugas
sehingga dapat disusun laporan yvang akuntabel.

c. Tingkat koordinasi baik internal maupun eksternal Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang periu
ditingkatkan agar dapat memberikan informasi yang lehih cepat dan
akurat dalam penyusunan laporan keuangan daerah;

d, Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah perlu selalu ditingkatkan
dengan pelaksanaan pendampingan  kepada  perangkat  daerah,
monitoring dan evaluasi hasil inventarisasi aset pada perangkat
daerah serta segera dilaksanakan integrasi SIMDA BMD dan SIMDA
Keuangan agar dapat disajikan laporan aset yang akuntabel dan
sesuai Standar Akuntansi Pemernintah.
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¢. Profesionalisme dan disiplin  aparatur daerah, kemampuan
memiasilitasi, melayani dan mencari solusi merupakan faktor yang
penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dacrah yang baik
dan berkelanjutan;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tabel 2.5 ini disajikan perbandingan antara Rancangan
Awal RKPD Tahun 2021 dengan analisis kebutuhan sebagai
berikut

ad



AR LN el mrmrpakuag ik e o 2 i MEnll UEHIEAA]
oo'oo0 R | T eg) - Womersy wimsm| | of0 ood ofs 1R CF — : spips oy Amopmm
ﬂ:ﬂ-._..:wil—i_”_n_:__ wel vewipaloeg gy i T A
ustigig ] Vi T G
i NIL&T URp I wiep P Sashiy - fesl W8T P S wiwp
7. - Eﬂﬂhﬂﬂhﬂyﬁ;ﬁnﬂ hnElltﬂqﬁFE:E OO S LIEE) W HLITBF, "I LTI Eﬂh&ﬁ
e sl GujoenyT i vl wammal geymne
ol M7 VIR T FRECTLANNIL TR BIE{ERI WIS T LD parnduai
i1y i D00 D00 08 LA Bl g HoEve
= %ﬂ:ﬁ ] rEEpadia fIITH DOR'L | s e L Fre] A L
ELILL O LR L0y
. pevsinEmpy srmrierag SR CL PR TN esciaRRIad
D00 D00 ES9'E uE[ng i FRLOMUEPY | 0DD'D00'TEYE unyeg ERILLIN T Y UEUNAE] g RS ETEPY
waheig et 2o urunirgay weiloy wrwilosy wluwusrgwiieg wenedepag meidogg
EENEEneH FOERIE
. LELPEET b g
OO0 S 0EE OO0’ BOS0ET6 e
b T LT LT
HYEIVT 135V
KVO NVDNVIIH
C00DOS0EE 6 000 D0E 0ET 6 EYVIOTEDNEd
NVOvE
il ] 4 ¥ £
BlauEy wrsum :..ﬁﬁﬁ
ey o S ey | susisp, s oL
Eﬁ&nﬁ_ﬂh wlxiiry Jovsomp T [ el prowp nieg iﬂnﬂﬁ&h i) iy SoIENT AT TR
Bampif foesnan
TR, SETPETY [T Oy My TEfoRTey

Bur[umag uajednqey ymyumawag
1Z20Z unyel 4Ny [eay uelusousy depeyia) magasy
S°'C 19q®L



g e g |



i e Ll [T e
0 000 BOE T e L | nooooo-o0e Bun g 321w mery ad
fusd synduany merpeiiegy Susad ipping sanyiuifininy e paifuog
gﬂ EEIY LR
OO0 000 G e TLIES WUV SO | ST oy | o0 oo i dan, TG WIS AARGNE | NG e
irepESuad gErmnp uur e quymn e
TRFTLEH Tiyeng Ameing T U g
000 000048 WHHE | oty Sunpen tE | Ly gy | D00 0000% wun | oy Benpey wenRg | Lo e duay
Tunpal S
. soiuren wedwxliusiad ot . ey i dwgiusgsd
(e nn S e uunrcingBu il 000 DOO'TE wm mpouad ypEn A il |l o ed
T i . TG T TRy
(TR R | ST
e CIVNAH oo §rmsn : . w4 Teunsmds qryun jrpmniado,/ vRoEp
DO D00 T nun p :a.ﬁimuihﬂﬁ e mpriany | OO0'D00'001 | e T | ke e
ureepatad e pedeal mmptuad wupmng |
myeredy swErTERLy myerudy anyEswdy wUeIrTeL] e
uNp wE g ey lupuag TERINEEL UTP wep wEwreg uneydwieag FRLIEERL]
000 000°TH0'T w001 wmalosg sAusunsmEe) | uwg snpexdupuag | CO0DO0ESOL =001 mvalosg ehusuenyepe | rumeg andups e
FETOaandg T TN FEEIRERALY
T P i TN s Wi
YL JETEN Tl ﬂﬂiﬂl.—. HpLip E!a_-lﬂ feisep e
WAUTER 0 [SR|TEEO TR TR I s e INEp 3 eI s R
Q00" 000 (K E bl 24 !;:#Elﬁniiu ey wamuooy | O OO0 05 SH9SIE | ooy e wip e LS00
mypruEssE I Sk suup nmizuy pusbiy mnartresEpp Bl smnp .
:!i!luﬂtﬁ iyl st gEen
o . E:Euu_..i.._...ﬁ!m pictpwitis , | Eluauluni,r&h EIPHIKEILLNE o
ENE 00 T | S b | g ot mmrs ﬁnﬁ 000G 0 | Wb | Sum ol USGIMORD | WD S paAA
TR Sl ey o WHSETHEIG sgual Lepuan
e uEIE LT i
TN IS L Ewparrusd W MR | sl uepon-Souporiosd
OO 000'S1 i 1| P ... vt v wmamessd | 000000 51 Uz #_GH-EHEHHH:EI_:_ g uMp Gve
R e v LIRI{) RERTIEI] A ——— g e pasnag
e el s | S PR g sptaal g
1 & = & g ¥ £
Wiry ol atamy p i -
cpansay /omsSoly : iy sy fandio;
8] L] LT NS ueming oy faeafog] JENrp Tl b r
o e ey soyEqpo g i WEIUTY J0nEp| Har_ﬁ_.am.,
L e ChDH [y CHRCwoty




LU TWE LTI RITILEE niEs eI g
000" o cle s Ennppedpp Foml | s Tp Ao e nripin wimes wreygadpp Bl THTISTY D AMNGOS |
Dee R T LGN mETE unp UG ap g 7 FSIGLIY1T] IS AW e v
et farEa YRS YEOET L L s S o e (B |
L iiﬂﬁﬁ:z... ﬁﬁ b |l e
s s 8 arEadn M wanes v gt i
000000 0F g Sood quopusad e L ﬁn:ﬂ DR 000" 0 e fued quopmad g jaen | Bungad s /e
soym, Fonpss yugery o, i s ey Bunpall qwpmp O
FH:.M..LM” e sl I ﬂi@uﬂﬂ.“_ﬂﬁn
000 000'DE WIRO0E | Bk micundwniipmnd ey | 00K 0000 mngy |  SiSME AR o g,
uwp sndmsey qEEme I N [t ump saqnahmy ywpn HF R
i) o T TFiap
OO0 000'S Tt T g AR e g funitu | QO0'000°S 1aged | M e g L DL T
Bl snopaga YeETR R R el spagagaTr e LI
TILPR] TLIR WO .dli!-ﬂl TR QRS WS — i.rrmh
000"0004 | Fm wryrracip Finnd sy wiemrae frm | 000°000°S1 Ll iy rjdip Sumd soqren L
Fanpall meemesd geunr G Sumprdl urspeed Y el b
00080008 e uimd soquny Hunpad wpeas g | DOC'D00SE . Egﬁni R T
wpdanlicagiod qupenp | E ST urdasiearad qupmp 1%
UREW) | (WD STE
; WO s T ENRLIE LA 7] . FL Ftstas. Wi L
000000 OF T ungs i puome o 'wenp R R TR D00'000 OC1 wne o ruoEwiado v J.!Ir.ﬁ
il TS| E:_. LTTE ST [ Lidn nFpeEHy pEmn e A PRI
Ty e Ea GTTEE (i LTE
N O OV 1mn reps puwypadp Baed | figom e eons | oo o o8 an s eyadip fued o e R
sl LAl N L U CN | wwyega] figot geparng PR F LAY
T wannes wegRadm i S PR .c. < g hamai
OO0 D0 05T wan g e R s fEnnd | 000000 05E mun g Benes v donuwy | FUTPOR WG U
Bunpall wan yupmng R Sl pun epEEnp ———
I ol 2 L 9 ¥ E
wliaury iy =y
g | e ceyning A owpuay (rmdog [—— i ——r o] iy [ Hﬂ._nl.ﬁﬂm
T TR STy [RRH A ey iy




Wwmd Cela'] SERRET Burwd (e QT
ettt Bl ETEE JILEE unsmsap Buel e JIE
CIVEAN ] tepenpy | oSoeneny meodegad | o0 o00° T § %ﬂﬁnﬂ&i T medod gl
UTETHTR Bored umapey wwurra s ENFI S LITIR[EE] Wi ]
v (0 SRR (VD H ST (TN UER (I RAH
A e, el e By w0 EuTEIne
T rAn LI L i e LR R L LR
wrEScEnan tesade] yEE P TR FLATES, | TS mmay o giemenge i AL
ﬂ..nlﬁ.iﬂ-[n T L LA
CIWME 1R e (N W HAR SIT tnoung: _ }
Sl i Mkt i i, Clef s el
T EOSIaS SRR | 000 000°0 wamsp gy | T AR B R S —
arematp Jund upunoey —H.hn-__ EE..I_E"EM i hsamaliembz ﬁhﬂfﬂiE“E
Al bIMOELY O wimgy wowIusy OEp
sty Uil ey i Rl S R
wupedey usiodefag sfiamy unpedes wupmley usiodejag | wep esep oepedes
e manpg crloegmaliuag umsodersd mayme CO0'008"SHE it wssrg eviunguaiueg unsodepod wwnige
ity REUFEERgRINL unjeyFeyusd wnafos RATTHEEEERL uwiTyAurned
BEEIUAR0LY mnfosy MU HOL] weBany
__.__.__.iL_.___.__!w_, S—psn. / o . T
: Ry P (i EpnEy- Hm
L amd oo e | B 0, | s Fiast i | e epasac g
wimh prooesd yuuTinge b S Howd v cpepmg
snyeredy miwng Jequing myeredy ming myeredy wdmg Iequng amjuawdy edeg
000°000 DEE Eﬁ..!:ﬁuﬂlll.__-.. e ——l L w001 mrerfios ndumnEnywaa IﬁH
T} O va¥mig !.l!.
it ] 5 [ ] E
ooy /il o i ey ruE:___E.nu.F.ﬂ
s wimaury Jogengp) U fowaient | Ry TN i PRS0 RLISTTY MEEp] mmy i)
iy Mrepeg R NI
W RLENG 30 SPEIEy 2 Ol (A ueS e




(THAA/ OIVNEYAI/ V] | Cuidg wnneifueiuad TR VAV Vel | o e yrpangivusuad
e VN T 1 et : TP I VH (Y N op e
e—— uaemyog | 000'000'0E ST £ | e ENSNEIP
; OV Rde
RMESHRNR| e e T I
s | Gavg weseEteagusd aa menlbicliong | g sendsuetusd
suranauaied iy i SR T
000°000°0¢ ey | 000"000'0E %001 wnmyEugug e
weyeyFuyaed umyeyRuya d
anilon] eiovomynpa), werdang mesioy ndowuweywpiay iy
OVAdH
= (VO
nnfrey YEpunp Sl runfiry sEpim Soes
Eﬁnﬂugﬂuunu:uﬂs!“-ﬁ Lt TERIE S
" MelH] RPLMEEE] g
ey WL waodayad g ; NEEETY WIS umaodwpad wap
UEETHER OF | esmesng meisdr] gepmng | mwwmEas Sounpuooy | M0 0000E PR O | ey omndthe) qeunge | s Susoguo
1y ) eepa el | A1 ) rupEpoais
IR, B _._....uﬂ“h UpRE | BRIt _ﬂhﬁnﬁ
WFN E-R L L]
e e oy Enmf:hﬂ-liﬂ&ii Hind o [y s b0
Eﬂihh.!. iﬁﬂ oD g | OO0 00008 i sl 2 giﬂ!ﬂlﬂ& e i
e pica PR
WA e sode qErnne S mwsea: tesode] qeEn Ty
ik ﬂ wapRoRan s urm sy mwprE =y
i 2 bl ] WiLEy S : [ O B[R] AFFIR[ED. JELTRW
(0 D00 191 £ ) WERTEnay | meSummay muodmad | 000000191 ———r s ety CEMIARGY | v o
] gepmt LTRSS cebode] e SRS AT
I tﬂiﬂ._!._“ Lt | e L]
uEp ..I..uﬂ..u_En.-l_. isaery | e e ed 000'000 0k ERIOP #1 TE ”HLJEH LB Ry E:.L-“._Eﬂrnln £
s i Uy TN nag e iy wesod) (N Wi RAEEA]
it il - E
.H!_E__
us iy (L o gy wnney [ mesfeg
p“r_..u EEEE oy ey g ey g nvI.IF!]—ﬂ Ly Lo JarE WRLTY [ TIERTLI
Huwpe [ uwe
TP VoY B e R ™




WS | :
P | | s wpocey sepang: | vemmnd oeSmeowsy | 000000700 iy Sy wisde yErm AR
i P Busl (TR ey (g s gy iR U cmay
dngisy [ | uewowsyeRd mempad ﬂ:&!iui..ﬁq OO0 000°0L T dnqaag e upmnpad | ewepElcsd anpessd
Tonun NI W | L it B dnag g tpeng i LT TIAN
iy b LR T AT TEY ISR ] avergy Bl qeiua, g RN sl
dngaad | ooy peligend | UM L e O DO S8 dri2ad mam gy weinlicey | sueme oope{igey
Briengeesy drnglo.y yspony [HTLTTL LVTATEN By dnagag yepen WIS AN
uriang
unduenoy weiodey Heiumry meiadeT
meumenioad niyes mwanniuad niaes
umiedslen seMyuamag 001 uedary CEEIUIEARY
S0 wmrvasad eisemiog warried InEEmEg
weiuenay wrrodey uelumay veiode]
uraneniued nigus avEneniosd nyyes
omiedoaoy sswpuawiag L0 e EiITy FEEINEEEA]
%001 NG omrodug
uronsniosd niyes qersep welcona aegnEniued nyyRa i—.ﬂ-ﬁ_
uEysdogay FeEpuEIag weepoqafummnd w00 weindalay eETIEaaia
D00 000 GER ¥ WOt weluegmalusd | 000DOO'OER JriaEp weivepnaiuod
Jee orwern i K ed wep ueyey Suyusd 0T 1@y uruelsoyyepoymsd urp uwmsTuroad
00T T o SATRiARIA mewilladg
HEIIFD Jw HEIGER JEEN
oeuwmeduod asuyEeag 09 wramoriusd FETITIRIAS
BLOE Ry oeijEzuad surp unrjeyaod nayis
MRS FEEjEERad amedaey SREILFLL]
w00 ads wrmnsnived niyes o0 ds oronsndoed 0y Ee
weiwil 32y SER)0 ML anindslry semTaEIag
S0l SO001 ALHE |
umndmelred niyns Vi wwpmimedoad taynm
00T onedaey ssrjueniag T amedsay ewuaRiag
[l ] ] i % L L ..
TepEAaN | wwday | |
vy wiliwiny .
inrRRay [ UMREAnLY umyETiay wienisy [ EmRoL) i e
Hd Hh._r& ..—.numau‘_uEuE_ i Sl B e e b T n_.._,.aEa_-Enﬂ..,__ui-as aney, /uven wwlosy | @poy
5 L vl romprg f cme gy apr]
EE T P MRy [0 GaisH [ty il




TRV etrrmem | ey UeETESgRd
ursnary Boed gugy | meoqrer@ondEmead unanep el (Y | veqessunSeced
P WG v mopefeiad L e
000 000 sdnqradwy St deitiiog Funuen ey | P00000°E ifr Lty Suwyma dnasag Ronjian HON
aeifmrenny yoponge | ol oefumao e ey teneny | cesmmrad tefrnoims
unmniiag e TNA MAUA]
o, | GV AR == — LBy UeeuERymiad
RO 00 ORE wpiaing | | T OBV e _ Eﬂ._.,_._E._-___ GO0 000 0% wpuadw 1 :ﬁﬁh Sy e
Psaporion Fig mtiriedad mneinicnmey ey erai e
e wpaachny gepmeng - : Homua vpusding g U—— -
OEdY W Wy
nsnsT Semd ORIy mamouing unsTEp S H T i
ereieg s ety T a——_" , b e T Tuguay
L i L LB e mning iRy L ﬂ-.n..q,.u.F _._ni!. b AnQRdeE | | Sumpes gedng wenmey mermaelad ulﬂﬂ:ﬁ
ﬂnﬂnu____t e EE.-.—.&.E&. o i .ﬂ.-.n-.i..EE
TRy RN TG LGRS LS
unRTeEg LTI TR
0000 00% wpiadey | | Bk o mmpagnang | | FOEISLURIND | 0 00y wpsadgg ) | Wk cuay wgeaniag | ST (uan
fiarwiueay wpuadeyg pepmng ——— gy wnasdn g yopame Erunsnitag
o urrp iV g _— ﬁ (IRY Cmm ity
; a e gufug S e - CELIY e nege] Hereynag e
000000 06 dnnading 1 EEMEE e uniceaoe | 00000006 RGBT | g yedng unsmmiag | emmssd oSt
el ey e Ui G e AN
] ] & & ¥

i, gy [/ aniog i ey vy, o

P CRETTIG trnded mlEatrryy Seajmppein) wirpeday [oirfiasn ey il Hm aneSogg wioemy JorEsp LS T

iy Howpi) [ uesnan

WO Ty SRRy e Deid femy teluwsian:




mrLitiusd wepynfenuesd

£
sy cwadey wepnng
amfug Rod | o] qoipy ey : U AR
IR gE el e innEag [ prasEp] sy RO L ‘Boepnoa,) guEay Hin Somieg | e
. o LR g e i ot | 1N N gl RTINS | 3y G i

Mrwd (1o wlhmenay WO — Hoed gy welummay g
nﬂﬂuunuﬂ!ﬂ___n-! Sumuma: menBng ejojalicad epedaoy e i!ﬂaiiﬁ.ikj
Iia-!m_ e M RIS B ey . E-_jqa_.m__ :
e B errye iy qepn o
It ai ) i a9 i = 1
.IHIH.__H /




B — | -
usosle] | Eﬂ___n.lhl.luﬁ Lnﬂn.i.-i. P | ooooon wmdey 1 “n.,._q.n_.,.l_u_lnﬂu.m El.iw.i
v W 1y ...EEE.&“ Um— i, et d .Eiui!bh-ﬂ-
N | APETE PRI, IV, | eena | 000 000 Emaian | OTpari, ] CErEiae, | L
uranduy ey Rnder| e TR Uity (e | kaede] Qg (it
s S o TesEmvanad
TRV (9 ST Ry Esan] EERLY LTI [ VR e
b Lt PR i e e s | DO0000° kv k. wesilnzay wgesapanad Enuay uweodua
oty yupmng: . L ) g
iﬂiuln.rnnmﬂw e iliﬂﬂihn:ﬁ o
murodie gp | veepaiuag Eeppeeg aep Eﬁ (M O mamdey gp | cwaogaliinag maqeey oep ﬂhﬂﬂ“ﬂiﬁ]
EPO T i L et (NN E R e TR iS—
frarg) vesoglary ywpenp e el earnr .
TRRERN] "]
] ey iRl Ty
MR || e e | PUMAunY mi) | Go0-000 CIDRRR T | e ey | | TORNSTORY gy | 15 | ©
Finns dngaag qepamp | TS LIRS UL irmyiiod, sy yuTsen MG T T
UTLLQE] TS L (TVMdH L
by 2| CPMIE vl | ceasced meaEad | 00 (i maindey £ | e Orydde vemmoaged | oo mamigeas | ogE |21
ersTuas rande) gumm | consode] imrrenlg meirpad unindeg e | oeuode) s ndeag
UALER T I LITLLIE TERrs i
vt | D B IETE |  mememmniant | 00000 i | Y SRS s | | o
Ll g A ezl yupmm [ T A ]
Tl or (] =] F & L £ E
ey e Lty oy | wimy /o /
hm__ T mrgrngay 1__.“!.1” i b gy ooy ey g ﬁﬁﬂa w0, WPy JomEpa I!.iiﬂ.._,_...:__.__ nlu”.__
IF NI TE Y S (M CLlEH Py Ui




eI I il e qnad LR L 155
O TaTTNOR e 16 1Pl " Menpnpued | o600 Goa et UIETAR Sumi Q5 Tl el e irgtaad
QOFET onrekwgmad Surcsngpmod Pres. i o'l e mpmad Surenposd | Sengnpoosd woomgep
BAnnOE Y mng v UM IR TIA LI
[ ]
L A= ISR
A H2EEAHEp Fomed Qs el HE EE T Hizad (5ad 1fall s
leminyop qepum nlEl.EEL_n TETITHO R R ..lﬂi:.EE:_
BRI Hunefnirg LR Homailiar)
000 D00 05 T En_ .m_ wl Herrndre] wop, ey, ol | OROO00705 T Eﬂﬁ e ey miismag
e (T4 e OZJE PRI I RIET3T TdE Oepungs OF4E IR
— mEESNE |00 UeEemEmEg WGy | Deedeamag
oos ¢ i B Humne wfimgeg (M mnp Sumeiusep | oep Sursiue) efimpg
s (1PN Y (A5 firrafh (74 gy TR I
C1INE Aniun fdos 005 Arann wdms
NI R WETI] IR
0 000 i RO SEOT ORI o A D00 00 (00 it g WML WL LS
o o g prmanes: el owiniy e,
(S EERL
e e Skale] EOVR
WTHIT T nE.;.E PR MRS g | CnmE oy Gy
(00 00008 iy SWd WY TRIOErTry e ——l ] mmsade| T BT WY ey *ge ATy W
MR N e STt
oETEct= N i opmodan
iy uesade] genEn; iy umaoder) Qg
000 'ooD’ T L el . : L= Ty
oL oty L) wmy uwwpopaiizay | 000 000 02 unmdy 42 oo s B
[Py TR e ey tnesode] gEmamp
L L] iL 4 L] ¥ E
mowiday
wizaumy Bl
umpeiay | wedog oy woEy /ol
wowq senngey | vemedes g5 W foliany | s el e ﬂ:&ﬁﬁnﬁhﬁiﬂ way /mesnan
— . Fuwpip/ sesnan
e B e LT G [y oeNOeI




Fuwd idepguea Puimd i,
SRR (T Hdef “LLE ] TUE (4 TLE e mmoad
!I!B.niﬂtr:_.i__u:_. %gﬁ
PR
Ok Bunsluwyompa | L [0k} Sermsifmry yopay vl e
i%ﬂ_ e sad weeTeas el st tEBLL| LEII#E
n.il.a......ﬁl ST e _uiﬂ__._u.nq___uﬂﬁ___-.in “H:Ei:bﬂn
(R T =T OEATE I | TPOTLLI T ]
!EHH LB ([ M ]
FET]
e e Lo sagsTmyy By
Lﬁ% f-:lﬁaiﬂ-.ﬂs-;.. n-miiﬁ._h._ﬁﬂ_!lnﬂ:i.ﬂ
“ilb%ttiﬂﬁllnlﬁ: i .IH.-“E!_HIHI!_ sonler] civriormnfisag
LI I P W] LR LE, |
SEMIVIY URIodN Lupon sy umdvg g
.ﬂlﬂiui_.. TR Ja9% UWp
i RIS B JERY e el Ny
000000 00F ey trbunad | ot masmis | 000'000°008 o i | Sweloptad s st | #0
sy ey fEngEp R it o TR
Sunk e e |0 e e | e wwpoea | |
AT TR} JERA
Teianp 1 moplusd Y oG IpuEan pse wopaiiead b, el
e LT UrnrgE T, T TR ey
I ol ] 2 ] ¥ E [ 1
%ﬂmm
ey oy - BRI Rk
:ﬂnU b i e o ey soTESTRE [ Fivcqp i e il InaEsTp iy LA [EETE TR
g fwnag aped
e e WTs g XH ey usi iy




2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sclain melaksanakan fungsinya selaku Satuan Kerja Perangkat
Daerah [ SKPD ), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Pemalang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah { BUD ) yang
mengelola Belanja Tidak Langsung PPKD dan Pengeluaran Pemblayaan.
Usulan program dan kegiatan dari masvarakat disampaikan melalui
Musyawarah Rencana Pembangunian Desa/Kelurahan
| Musrenbangdes/Musrenbangkel ). Usulan yang lolos verifikasi pada
musrenbangdes/musrenbangkel diteruskan pada Musyawarah Rencana
Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec) untuk dibahas lebih lanjut
sesual skala prioritas Kecamatan. Hasil musrenbangkec diteruskan kembali
pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (
MusrenbangKab ] untuk diakomodir sesuai kapasitas anggaran dan
prioritas pembangunan Kabupaten. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah
Dacrah ( RKPD ) Tahun 2021 terdapat | ( satu ) usulan masyarakat yang
dapat diakomodir dalam renja BPKAD sclaku SKPD. Sedangkan BPKAD
selaku PPKD, mengakomodir 51 usulan masyarakat melalui Belanja Tidak
Langsung PPKD atau Belanja Non Program. Adapun rincian usulan tersebut
sebagaimana tercantum pada 1abel berikut :

Tabel 2.6
Pokok-Pokok Pikiran dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2021
: Indi | Besaran/V | Catata
No Program / Kegiatan Lokasi
kator olume n
1 2 3 4 5 B
Pen Mobal ional
; gadaan Mobil Operasi Kec y it EI
DPD LDl Kabupaten Pemalung
Rabat Beton Jalan o =
" Penghubung dusun Krajan Kec A00x3x0.2
dengan dusun Pulosari di Desa | Bantarbolung meter
Suru
— - ol - — - I
Bantuan Rehab Masjid Al "
ec
4 | Falah dusun des FFED
Clapar desa | s _—
Raranganyar
Bantuan Rehab Mushola -
4 | Baitus Salam Desa Pegiringan PPKD
Bantarbolang
RT.8 RW.4 Bantarbolang I
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. | Rehab Masjid Ash Sholihin Keo
RT.05 RW.02 desa Wonogiri Ampelgadmg
Pembangunan Masjid RT.02

b o Kec Moga PPKD
RW. 10 desa Banyumudal
TPQ Nur Sidig Kahibaros

T Kec Taman PPED
RT.01/10 desa Taman
MT Jamiyah Nur Mukmin PPKD

B | Kalibaros RT.01 RW. 10 desa Kec Taman Musho
Taman la ™
TPQ Nurul Barokah RT.01/09

9 { Kec Tamnn PPKD
desa Taman

% Madin Nurul Huda RT 01,08 —
dess aman PPKD
Mushola Nur Hidayah RT.01

11 3 Kec Taman FPED
Rw.08 desa Taman

- MT Khusnul Khotimah Rt,02 e
Rw.08 desa Taman
TP Nurul Hidayah RT.03/07 1

13 ke / Kec Taman PPKD
desa Taman
MT Nurul Hidayah RT.03,07 |

14 i / Kes Taman PPED
desa Tamean
Masjid Al Isluh Taman Asni

15 Kee Taman PPKD
tlesn Taman
TP Al islah Taman Asri desa

16 Kee Taman PPED
Taman
MT Arrohmah Taman Asri desa

17 Kee Taman PPED
Taman
Podok Prsantren Ribatul

18 | Mutaalimin J1. Kolonel Sugiono | Kec Taman PPKD
Tamian
TPQ Al Mubarck J1. Pergiwo

19 . Kec Taman PPKD
Taman
Masjid Baitul Makmur JI.

a8 asjid _ ur .
Kolonel Sugiono Teman
PAUD Terpadu berbaur RT.02

21 i Kec Tasian PPKD
RW.05 Taman Asri
Mushola Baitul Kanm RT.03
EW.05 Pengadegsan Pen

22 e Kee Taman PPED
Taman




MT Al Mukhlisin .Jl. Manggar
RT.02/05 Akromudin
Wanarejan Utara

Kee Taman

24

MT Sabilurrchmah J1L
Cempaka RT.05/05
Akromudin Wanarejan Utara

25

Kec Taman

MT Al Falah .JI. Asparagus
RT.04 /04 Slatri Wanarejan
Ltara

Keo Taman

PPKD

TP Nurul Islam J1. Cempaka
ET.01/01 Wanarejan Utara

27

ke Taman

Masjid Jumhur J1. Jenderal
Sudirman Wanarejan Utara

Ketx Taman

Mushola Haiturrahim
Peklintingan Wanarejan Utara

PPKD

Kec Taman

Madrasah Watulimil Islam
RT.03/06 Wanarejan Seclatan

Kee Taman

TP Watalimil Islam RT.03/06
Wanarejan Selatan

Kec Taman

PPKD

1

MT Mustaqim Ulul Sarwodadi
RT.01/02 Cibelok

Kec Taman

PPKD

Rukun Kematian Marzo Rukun
RW.05 desa Cibelok

Kee Taman

Mushola Baitul Hasanah
RLO4 /05 Cibelok

Kee Taman

MT At Tasyakur RT.03,05 desa
Pedurungan

Eec Taman

Madrasah Randhatul Hikmah
Jl. Raya Gondang desa
Gondang

Kec Taman

RA Raodhatul Athfal RT.12,03
desa Gondang

Kec Taman

a7

Mushola Sirojul Jannah
RT.02/01 desa Sitemu

Kec Tumun

a8

Madrasah Raodhatul Falah
RT/04/03 No. 10 dusun Treban
desa Jrakah

39

MT Al Wusthoniah RW.06 desa

Kahgelang

Kec Taman

Kec Taman
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Mulyoharjo

Mushola Al Wafid GLA 2 Kee Taman

40 PPEKD
RT.01/06 Taman
Mushola Baitu ==

41 g SRS Kee Taman PPKD
RT.01/01 desa Kejambon

Nurul Huda RT.01/01

42 o _ / Kec Taman PPKD
desa Kejambon

43 MT Adz Deileru RT.O7 /04 v |
Kauman Sokawang
KB Muslimat NU Nural Huda Kec

44 PFED
KT.25 RW.11 Karangralok Ampelgading
KB Muslimat NU RT.04 RW.04 Kec

45 . PPED
Ampelgading Ampelgading
TK Muslimal NU RT.27 RW.05 Reo

46 PFPKD
Kehagusan Ampelgading Ampelgading

' TP Nurul Yagin RT.04 RW.11 |

47 Kee Petarukan PPKD
Keboijo Petarukan

- SME Adias JI. Pemuda No,49 M Pt —
Pemalang o
STIE Assholeh JI. Sindoro 39 |

49 Kec Pemalang PPKD




BAB II1
TUJUAN DAN SASARAN BPKAD

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman

untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta
rencana program dan kegiatan pembangunan daerah vang dilakukan
melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatifl, bottom up dan top
down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari
pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan
pembangunan daerah yang ditetapkan dalam REPD dan dilaksanakan
sccara nyata oleh semus pemangku kepentingan. Adapun tema
Hencana Kerja Pemerintah ( RKP ) Tahun 2021 adalah “Mempercepat
pemulihan  ekonomi dan reformasi  sosial”. Sedangkan  Visi
Pembangunan nasional yvang dimuat dalam RPJMN Tahun 2020 -
2024 adalah “Terunjudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong®. Untuk mewujudkan visi
tersebut dilaksanakan 9 misi pembangunan nasional yaitu ;

Penmmgkatan kualitas manusia Indonesia.

Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.

Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Mencapai hngkungan hidup yang berkelanjutan.

Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

Penegakkan sistemn hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan

terpercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa den memberikan rasa aman

pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercava.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam rangka negara kesatuan.

W R -

U

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, presiden Republik

Indonesia memberikan arahan sebagai berikut

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia ( SDM ), membangun Sumber
Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil,
menguasai ilmu pengetahuan dan tekhnologi didukung dengan
kerjasama industry dan talenta global.
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Pembangunan infrastrukuur, melanjutkan pembangunan
infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan
Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata,
mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan
nilai tambah perekonomian rakyat.

Penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi
dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan dua
undeng-undang. Pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan Kedua
Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah |
UMKM ).

Penyederhanaan birokrasi, memprioritaskan investasi untuk
penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi
vang Panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

Transformasi ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan SDA menjadi daya saing manufakiur dan jasa
modern vang mempunyai nilai tambah tinggl bagi kemakmuran
bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakvat Indonesia.

3.2.Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023,

Visi Provinsi Jawa Tengah adalah “Menyju Jawa Tengah Sejahtera
dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi®, Scdangkan
misi Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai visi tersebut adalah :

Membangun masyarakat Jawa Tengah yvang religious, toleran dan
guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas

sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota,

- Memperkuat kapasitas ckonomi rakyat dan membuka lapangan

kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran,

- Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih schat, lebih pintar, lebih

berbudaya dan mencinta lingkungan.

Arah kebijakan pembangunan deerah Jawa Tengah Tahun 2021

diarahkan kepada “Percepatan Pemulihan Perekonomian dan
Kesgjahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing
SDM”. Arah kebijakan pembangunan ini telah dilakukan penyesuaian
dari arah kebijakan “Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian
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Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing SDM™. Visi dan Misi
Provinsi Jawa Tengah tersebut dijabarkan pada arah kebijakan
pembanpgunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dengan prioritas
scbagai berikut
1. Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ckonomi dacrah dengan
memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.
Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran.
Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
menuju SDM berdaya saing.
Penguatan Ketahanan Bencana.
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Kodusivitas Wilayah
serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Pemalang

Arah kebijakan pembangunan tahunan dirumuskan secara
adaptif dan responsive terhadap perubahan lingkungan strategis yang
terjadi. Terjadinya wabah covid 19 yang dinyatakan sebagai pandemi
oleh WHO, memberi dampak sangat signifikan kepada kesejahteraan
masyarakat. Hal ini disikap: dengan penyesuaian perumusan kebijakan
pembangunan pada Tahun 2021, Sejalan dengan kebijakan pemerintah
pusat, kebijakan pembangunan di Kabupaten Pemalang pun
disesuaikan menjadi “Peningkatan kesejahteraan masyarakat
melalui pemulihan ekonomi dan sosial yang didukung sumber daya
manusia yang berkualitas” dimana arah kebjakan sebelumnya
adalah “Peningkatan Derajat Sumber Daya Manusia Berkualitas
menuju Pemalang Sejahtera®.

Badan Pengelolaan Keuanpan dan Aset Daerah merupakan
salah satu perangkat daersh yang melaksanakan tata kelola
pemerintahan untuk mendukung salah satu prioritas pembangunan
Kabupaten Pemalang berupa peningkatan efisiensi dan efektivitas
penyelenggara pemermiah  sesual  dengan  prinsip-prinsip  good
governance disertal dengan peningkatan pelayanan publik melalui
upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem
perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya
aparatur pemerintah, Berdasarkan misi tersebut, Arah Kebijakan
Badan Penigelolaan Keuangan dan Asel Daerah Kabupaten Pemalang
diupayakan untuk mendukung peningketan pengelolaan keuangan
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3.4,

3.4.1.

dacrah yang akunisbel dan transparan dengan langkah-langkah

sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia;

b. Meningkatkan pelayanan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

¢. Meningkatkan disiplin dan kinerja ASN di BPKAD;

d. Mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerash (PAD) dari
pengelolaan aset dacrah dan pendapatan jasa giro/bunga deposito;

e. Meningkatkan Akurasi Pengelolaan Aset Daerah vaitu penvajian data
pada Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan data aset
vang dikuasai dan Neraca Daerah.

i. Meningkatkan pengamanan aset khususnya tanah milik Pemerintah
Kabupaten Pemalang dengan cara memfasilitasi proses sertifikasi
tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang,

B- Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah waitu Neraca,
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional | LO |},
Laporan Ekuitas | LE ) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Kabupaten Pemalang, agar dapat dipertahankan hasil opini BPK RI
“Wajar Tanpa Pengecualiun ( WTP )® yang telah diraih 3 tahun
berturut-turut.

Tujuan dan Sasaran Renja BPEAD

Tujuan BPKAD

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 telah ditetapkan
tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Pemalang yaitu “Peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan dan
asef daerah”

Tujuan BPKAD terscbut menjadi pedoman dalam menyusun renja
dpgar semua program dan keglatan yang tercantum pada Renja
BPEAD searah dengan tujuan yang ingin dicapai.

Adapun tujuan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
sebagai berikut :

I. Memperkuat eksistensi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Dacrah scbagai lembaga wang berkualitas, berkompeten dan
meningkatkan  kapabilitas dalam melaksanakan  tugas
pengelolaan kevangan dan asct dacrah ;
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2. Meningkatkan disiplin dan mengembangkan Kemampuan ASN
BPKAD dalam memberikan pelayanan yang prima,

3. Memberikan pedoman dan koridor bagi unsur pelaksana
program dan kegiatan dalam menjalankan program dan kegiatan
agar sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( REPD )
serta mendukung program vang tercantum pada RPJMD.

3.4.2. Basaran BPFEKAD

Setelah tujuan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah
menetapkan sasaran scbagai suatu hasil vang lebih spesifik dan
terukur, Sasaran ini merupakan bagian internal dalam proses
perencanaan stratejik. Fokus utama penentuan sasaran adalah
tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau
operasional organisasi. Sasaran vang ingin dicapai oleh BPKAD
adalah *Peningkatan Transparanst dan Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah”

Sasaran BPKAD menjadi titik fokus penyusunan program dan
kegiatan BPKAD yang tercantum dalam Renja, agar semua program
dan kegiatan dapat mendukung tercapainya sasaran BPKAD tersebut,

Ada pun sasaran Renja BPKAD adalah sebagai benkut :

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan dacrah dan pengelolaan aset
dacrah vang efektil|, efisien, transparan dan akuntabel;

2. Terwujudnya human performance (kemampuan dan kemauan
aparatur) dalam meningkatkan produktifitas kinerja;

3, Meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
dan aset daerah dengan target capaian Hasil Opini BPK terhadap
Laporan Keuangan Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) "

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan fakior penting
dalam proses perencanaan stratejik, karena didalamnya terkandung
rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang
akan dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah
Kabupaten Pemalang dalam menetapkan kebijakan, program
operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang
ada serta pencermatan terhadap lingkungan strategis yang dihadapi.
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3.5.

Pemilihan strategi sebagai suatu proses pembuatan keputusan
untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan
sasaran dengan cara yang paling penting. Strategi ini akan memperjelas
makna dan hakekat suatu rencana kerja khususnya sasaran tahunan
dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik tentang bagaimana
sumber daya aparatur harus mengelolanya,

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah untuk
mencapai tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan kebijakan
dan program. Sebagai suatu alat strategi, kebijakan dan program akan
memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran dalam tahun
ANgERTan.

Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada Tahun 2021 merupakan kepiatan
regular yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya vang
terdiri dari & Program dengan 66 kegiatan., Kegiatan yang mendukung
program pada RPJMD yang belum masuk pada program Peningkatan
dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan yang menjadi tugas pokok
dan fungsi BFKAD digeser ke program yang scsuai agar lebih mudah
mengelompokkan kegiatan-kegiatan pendukung program pada RPJMD.
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD

4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan
Prakiraan Maju Tahun 2022

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatun BPKAD
Tahun 2021 dan Prakirean Maju Tahun 2022 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana pada
tabel di bawah ini :
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Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Dacrah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 ini merupakan pedoman bagi
BPRAD dalam melaksanakan program kegiatan pada Tahun Anggaran
2021. Program Kegiatan disinkronkan dengan pencapaian tujuan dan
sasaran BPKAD serta misi Pemerintah Kabupaten Pemalang 2016 -2021
serta mempedomani regulasi pengelolaan keuangan daerah terbaru vaitu
Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Pengelolaan Keuangan Dacrah.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daecrah
Kabupaten Pemalang sebagai dasar dalam penyusunan usulan rencana
program dan kegiatan pembangunan yang akan didanai dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja
Tahun 2021 juga memiliki fungsi evaluative lerhadap kegiatan yang telah
dilaksanakan pada Tahun 2020. Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat
penyesuaian kegiatan agar sinkron dengan program schingga kegiatan
pendukung program yang tercantum pada RPJMD yaitu Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
berada pada satu kelompok program. Selain itu mapping program dan
kegiatan  disesuaikan dengan nomenklatur yang tercantum pada
Permendagri nomor 90 Tahun 2019, Renja Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 merupakan langkah-
langkah lanjutan terhadap Renja sebelumnya dengan harapan dapat
tercapai target kinerja vang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra
serta sejalan dengan RKPD yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan
kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan
untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Pemalang 2016-
2021.

Pemalang, 10 Agustus 2020
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